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KATA PENGANTAR

Puiji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2023. Laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan respon terhadap pelaksanaan
otonomi daerah. LK|IP ini diharapkan dapat menjadi bahan pengukuran kinerja untuk
meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam
proses penyusunannya, melibatkan berbagai pihak terutama yang ada di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai pelaksana teknis
kegiatan. Kami berharap penyusunan LKj|IP ini tidak selesai dengan adanya buku ini,
namun dapat dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan dan penyempurnaannya. Untuk
itu, segala masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan LKjIP ini sangat kami hargai.
Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami
mengucapkan terima kasih.

HARSO WIDODO, AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjlP ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023, merupakan bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kudus
dalam kerangka integrasi perwujudan visi dan misi Kabupaten Kudus. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah] { LKjIP ) ini merupakan instrument dan metode
pertanggungjawaban Pemefintah yang pada intinya mengungkapkan target
perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas
capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-
faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi
melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari
pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.
Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan
proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita [uhur
bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan
bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud
tanpa didukung oleh Pemeripntahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam
bidangnya masing-masing,| transparan, professional, dan akuntabel. Setiap
penyelenggara negara dan |pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas
kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi

sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan
manfaat yang dihasilkgm. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap
Instansi  Pemerintah  sebagai unsur penyelenggara Negara  untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
perencanaan strategis yang ditetapkan, serta mengacu pada Peraturan Menteri
PANRB Nomor 53 Tahun|2014. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )
Tahun 2023. sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dalam
pencapaian Tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah direncanakan pada tahun 2023.




Maksud disusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kudus Tahun 2023 adalah sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan gambaran

penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya

fransparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Tujuan disusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kudus Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Kinerja

Tahunan dalam pelaksanaanitugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan

capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian

kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

B. Tugas dan Fungsi OPD

Dalam Peraturan Bupati Kudys Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

menyelenggarakan fungsi :
a.

perumusan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat,
pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;

penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat,
pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;

pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan
masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;

penyelenggaraan kebiiakan, program dan kegiatan di bidang pemberdayaan
masyarakat, pemeﬁntéhan desa, keuangan dan aset desa;

‘pengendalian dan Ipelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat,

pemerintahan desa, kéuangan dan aset desa;

penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat,
pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;

penyelenggaraan fung%si kesekretariatan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan
peraturan perundang-undangan.




Dan melaksanakan tugas :

a. merumuskan kebijakan|Daerah dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa
sesuai dengan kewenangannya,

b. merumuskan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan kegiatan
anggaran di lingkungan|Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. menyelenggarakan kebijakan Daerah terkait urusan di bidang pemberdayaan
masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi

dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi dan
data di bidang pemberdlayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan
aset desa;

f. mengembangkan inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan
desa, keuangan dan aset desa menuju pelayanan publik yang berkualitas;

g. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang pemberdayaan
masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, serta
menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

i. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan pemerintahan desa;

J. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan keuangan dan aset desa;

k. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang
pemberdayaan masyalrakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

I. menyelenggarakan fungsi kesekretariatan yang meliputi perencanaan,
keuangan, umum dan i(epegawaian di lingkungan Dinas;

m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas meliputi
pengawasan melekat; pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan
pembinaan pelaksanaén tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang
optimal;

n. menyusun laporan pe!laksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan
kegiatan yang telah dill:aksanakan; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.




Susunan Organisasi Dinas Pe]mberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

- meliputi :

Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang

Pemerintahan Desa, BidangKeuangan dan Aset Desa dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

A. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan

kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi,

pelaporan, dan keuangan, serta umum dan kepegawaian di lingkup Dinas.

Dan melaksanakan fungsi :

a.

pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan
teknis di lingkup Dinas;

pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan
pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan Kepegawaian, hukum,
kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;

c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;

d. pembinaan dan |pemberian dukungan administrasi yang meliputi

pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, hljkum, kehumasan, serta kerumahtanggaan di lingkup
Dinas;

pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan
informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;

penyelenggaraan Eenge[olaan barang miliklkekayaan Daerah dan
pelayanan pengaciiaan barangfjasa di lingkup Dinas sesuai dengan

kewenangannya;

. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan fingkup

tugasnya; dan
pelaksanaan fungsl;i kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Sekret?riat terdiri atas :

1.
2.
3.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
Kelompok Jabatan 'Fungsional.




Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan mempunyali

tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan

dan program kerja, ;'Jengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi seria

pelaporan di lingkup Dinas dengan uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai
bidang tugasnya, menyusun Kkebijakan teknis dan merumuskan
kebijakan operasjonal di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan
keuangan sesuai|dengan kewenangannya;

menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta
menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator
Kinerja Utama, Petjanjian Kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Dinas

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan bahan usulan rencana program Kkerja, kegiatan,
penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran, beserta perubahannya di lihgkungan Dinas;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi
dan harmonisasi|pelaksanaan tugas;

mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta
menyampaikan siaranlpertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bai?an penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis
pelaporan lainnya di lingkungan Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah;




melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan
pertanggungjawaban keuangan Dinas;

melaksanakan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan
melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang
Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang
Persediaan (TU), dan Langsung dan pengeiolaan administrasi
keuangan;
menyusun materj tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan
kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;

mengoordinasikan  pelaksanaan pemungutan dan penerimaan
pendapatan serta menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah;
mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan
melekat, pemberilan petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di
Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan :Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang umum dan kepegawaian dengan uraian tugas sebagai

berikut :

a.

menyiapkan bah
teknis dan meru

an perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan
muskan kebijakan operasional di bidang umum dan

kepegawaian se§uai dengan kewenangannya;

menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Subbagian Umum

dan Kepegawaia

n sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

mempelajari dan|menelaah permasalahan di bidang tugasnya, seria

menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,
pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan
(Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data hominatif pegawai
dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi
kepegawaian;
melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana
lingkup Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan
rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;

melaksanakan Jayanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana,
perlengkapan, |hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi,
perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja,
evaluasi jabatan,|standar kompetensi jabatan;

menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar
Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta
proses bisnis dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup
Dinas;

mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan
melekat, pember:ian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di
Subbagian Umurin dan Kepegawaian;

menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinetja; dan

tugas kedinasan: lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.




Bidang Pemberdayaan;Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fugas penyusunan kebijakan

Daerah, perumusan Ilkebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan

kebijakan, pembinaan| fasilitasi, pemantauan, evaiuasi, dan pelaporan di

bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat

dan sumber daya lingkungan teknologi dan inovasi, dan melaksanakan fungsi

sebagai berikut :
a.

penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan masyarakat;

pengoordinasian (dan pelaksanaaan kebijakan di bidang pemberdayaan

kelembagaan masyarakat, Usaha ekonomi masyarakat dan sumber daya
lingkungan, teknologi, dan inovasi;

pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di desa;
fasilitasi kelompok masyarakat bidang adat istiadat, tradisi dan nilai
sosial budaya masyarakat;

fasilitasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat;

pemberdayaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma),
pengoordinasian|dan pengembangan data potensi desa;

pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan
lingkungan masyarakat;

pengembangan teknologi tepat guna di desa;

pelaksanaan evaluasi perkembangan desa/kelurahan;

fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan;

pemberdayaan dan pengembangan inovasi desa;

pengembangan Sustainable Development Goal's (SDG’s) Desa;
fasilitasi konvelrgensi pencegahan dan penurunan stunting di
desa/kelurahan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan furl{gsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.




Struktur organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1.

2.
3,
4.

Seksi Kelembagaan Masyarakat;

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;

Seksi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi; dan
Kelompok Jabata.ln Fungsional.

Masing-masing Seksi dipimpin| oleh Kepala Seksi yang berada di  bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1.

Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat

Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis,

pengoordinasian dan| pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,

pemantauan, evaluasi, |dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat,

dengan uraian tugas sebagai berikut :

da.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan
teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang kelembagaan
masyarakat sesuai dengan kewenangannya;

menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi
Kelembagaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun
acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
pelaksanaan tugas;

mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta
menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyiapkan ba!'han dan melaksanakan pembinaan pengelol.aan
kelompok masyarakat dalam pembangunan desa meliputi bank sampah,
konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di desa/kelurahan,
Kelompok Kerja|

Desa (antara lain Kader Pembangunan Manusia, Kader Pemberdayaan

Sustainable Development Goals (SDG’s), Kader-Kader

Masyarakat Desa, dan Kader Pangan Aman), dan lembaga/satgas adat;




. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa meliputi Rukun Warga, Rukun Tetangga, Karang
Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan
Kesejahteraan |Keluarga (PKK), posyandu, dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa;

. melaksanakan dan memfasilitasi Bulan Bakti Gotong-Royong

Masyarakat (BBGlRM);

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan bidang kelembagaan masyarakat,
mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan
melekat, pemberilan petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di
Seksi Kelembagaan Masyarakat;

. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang

telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan ;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Usaha Ekonomi{Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan penyiapan bahan

perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian

dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang usaha ekonomi masyarakat dengan uraian tugas sebagai
berikut :

a.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan
teknis dan merumuskan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan
perekonomian m}asyarakat sesuai dengan kewenangannya;

menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran di Seksi Usaha
Ekonomi Masyarakat;

mengoordinasikén pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi
dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun
acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
pelaksanaan tug:as;

mempelajari da|i1 menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta
menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;




menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan dan
pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kegiatan Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa), Badan Usaha Milik Desa Bersama
(BU'MDesma), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Badan Pengelolaan Sarana
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAM), Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri, Badan }%eswadayaan Masyarakat (BKM);

melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan
ekonomi masyarakat melalui kegiatan peningkatan ketahanan
masyarakat desa, fasilitasi desa berkembang, desa mandiri, dan desa
vokasi serta pengembangan ekonomi kreatif;

melaksanakan ptle_mbinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan bidang usaha ekonomi
masyarakat;
mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan
melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di

Seksi Usaha Ekenomi Masyarakat;

menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Kepala Seksi Sumber!Daya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi

Seksi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan

kebijakan teknis, pengoordinasian dan peiaksanaan kebijakan, pembinaan,

fasilitasi, pemantauarin evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya,

teknologi, dan inovasi|desa dengan uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan
teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang sumber daya

lingkungan, teknologi, dan inovasi sesuai dengan kewenangannya;




menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Sumber
Daya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi
dan harmonisasi|pelaksanaan tugas;

menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun
acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
pelaksanaan tugas;

mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta
menyampaikan 'saranlpertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan balhan dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan
potensi sumber daya alam dan masyarakat,

menyiapkan bahan dan memfasilitasi Pos Pelayanan Teknis (Posyantek)
Desa dan Pos Pelayanan Teknis (Posyantek) Antar Desa;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sumber daya
lingkungan, tekﬁologi, dan inovasi di desa antara lain memfasilitasi
dan/atau melaksanakan Program Inovasi Desa, Sustainable
Development Gc,)als (SDG's}, Desa Pro Iklim (Proklim), Produk Unggulan
Desa (Prudes), Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades);
melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna di masyarakat;
memfasilitasi penyusunan dan Pendataan Profili Desa/Kelurahan
(Prodeskel), Indeks Desa Membangun (IDM);

melaksanakan k;egiatan evaluasi perkembangan desa/kelurahan;
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-
undangan yang:berhubungan dengan bidang sumber daya lingkungan
teknologi dan inbvasi;

mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan
melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di
Seksi Sumber Ijaya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi;

menyusun Iapofran pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang
telah dilaksanak'an sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fugas penyusunan kebijakan Daerah,

perumusan‘ kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintah

desa, BPD, kerjasama desa, dan informasi desa. Sedangkan fungsi dari Bidang

Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

a.

penyusunan kebijakan Daerah, perumusan Kebijakan teknis di bidang
administrasi pemerintahan desa, Aparat Pemerintah Desa dan BPD,
kerja sama desal, dan sistem informasi desa,;

pengoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang administrasi
pemerintahan d'esa, aparatur pemerintah desa dan BPD, kerja sama
desa, dan sistem informasi desa;

fasilitasi kerja sama desa;

fasilitasi pengisian, peningkatan kapasitas, dan pemberhentian Aparat
Pemerintah Desa dan BPD;

fasilitasi pengellolaan sistem informasi desa di bidang pemerintahan
desa;

pembinaan dan| pengawasan penyelenggaraan administrasi desa dan
pengelolaan sistem informasi desa di bidang pemerintahan desa;
pelaksanaan pémantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

berdasarkan pe!raturan perundang-undangan.
I

Struktur organisasi Bidang Pémerintahan Desa adalah sebagai berikut :
a. Seksi Pemerintah Desa dan BPD;

b. Seksi Kerjasama Desa d:an [nformasi Desa; dan

c. Kelompok Jabatan Fung:sional.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
1. Kepala Seksi Pemerintah Desa dan BPD;

Seksi Pemerintah Desa dan BPD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan

pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang pellnerintah desa dan BPD dengan uraian tugas sebagai

berikut :




menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan
teknis dan merumusk'an kebijakan operasional di bidang pemerintah desa
dan badan permusyawaratan desa sesuai dengan kewenangannya;
menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Pemerintah
Desa dan BPD sebag’ai pedoman pelaksanaan tugas,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun
acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
pelaksanaan tugas; |

mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta
menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan dfan melaksanakan fasilitasi serta penyusunan pedoman
penyelenggaraan administrasi kelembagaan dan aparatur pemerintahan
desa;

melaksanakan penyusunan database penyelenggaraan administrasi
kelembagaan, aparagur pemerintahan desa dan BPD;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi
kelembagaan, aparatur pemerintahan desa dan BPD;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan penyelenggaraan
pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, dan perubahan
status desa;

melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi
penyelenggaraan adfministrasi desa;

melaksanakan fasilitasi kegiatan pelantikan Kepala Desa;

melaksanakan pelayanan administrasi pengangkatan atau pemberhentian
Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;

menyiapkan bahan f:asilitasi, peningkatan kapasitas, pemberhentian aparat
pemerintah desa dar:l BPD;

melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan tentang
kelembagaan dan aparatur bagi pemerintahan desa dan anggota BPD;
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-

undangan yang bérhubungan dengan bidang kelembagaan aparatur
pemerintah desa dar|1 BPD;




p. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan guna
peningkatan kapasiﬂlas aparatur pemerintah desa dan BPD;

q. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan
melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di
Seksi Pemerintah Desa dan BPD;

r.  menyusun laporan| pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang
dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

s. melaksanakan tuga's kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Kerjasama|Desa dan Informasi Desa

Seksi Kerjasama Desa dan Informasi Desa mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis,
pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama desa dan informasi
dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan
teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang kerja sama desa
dan pengelolaan informasi desa sesuai dengan kewenangannya;

b. menyusun rencana;, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Kerja Sama
Desa dan Informasj Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢. mengoordinasikan [pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun
acuan Kerja yangi; tersedia sesuai [ingkup tugasnya sebagai bahan
pelaksanaan tugasl;

e. mempelajari dan ([menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta
menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.  menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa melalui
Musyawarah Antar? Desa (MAD);

g. melaksanakan dan: fasilitasi administrasi pemerintahan desa melalui aplikasi
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;




pembinaan dan fasi(itasi sosialisasi peraturan perundangundangan yang

berhubungan dengan bidang kerjasama desa dan informasi desa;

menyiapkan bahan fasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan penetapan,
penegasan, dan pengesahan batas desa;

melaksanakan fasilitzllsi dan koordinasi pengelclaan informasi desa melalui
pembuatan website di masing-masing desa;

melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bidang
informasi desa bagi pemerintah desa serta anggota BPD;

melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi
pengembangan kapasitas pemerintah desa dan BPD di bidang informasi
desa;
mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan
melekat, pemberian| petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di
Seksi Kerja Sama Desa dan Informasi Desa;

menyusun laporan |pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang

dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah,

perumusan Kkebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan

aset desa serta menyelenggaran fungsi :

a.
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penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang
keuangan dan aset désa;

pengoordinasian danlpelaksanaaan kebijakan di bidang keuangan dan aset
desa; i

penyelenggaraan sistlém informasi desa di bidang keuangan dan aset desa;
fasilitasi pengelolaan :keuangan desa;

fasilitasi pengelolaan !aset desa;

fasilitasi pengelolaanl sistem informasi desa di bidang keuangan dan aset
desa;

pembinaan dan penéawasan penyelenggaraan administrasi keuangan dan
aset desa serta sister'!n informasi desa;




h. penyelenggaraan penataan desa di bidang keuangan dan aset desa;

i pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

j.  pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Bidang Keuangan dan Desa sebagai berikut :

1. Seksi Keuangan Desa;
2. Seksi Aset Desa; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepa'da Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa.

1.  Kepala Seksi Keuangan Desa

Seksi Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebjjakan Daerah, penyusunan Kkebijakan teknis,

pengoordinasian {dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan desa, dengan

uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyiapkan| bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun
kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional dibidang
pengelolaan|keuangan desa sesuai dengan kewenangannya;

menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi

Keuangan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah (;:Ian mempedomani peraturan perundang-undangan
maupun acuan kerja yang tersedia sesuai l[ingkup tugasnya sebagai
bahan pelaksanaan tugas;

mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta
menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan dengan
ketentuan pslaraturan perundang-undangan yang berlaku;
melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pengelolaan keuangan desa dan penatausahaan administrasi
keuangan desa;




2.

melaksanaka
pendapatan d

menyiapkan

N evaluasi peraturan desa tentang anggaran

an belanja desa;

bahan penyusunan database, sarana prasarana

penyelenggar
melaksanaka
bidang keuarn

aan administrasi kevangan desa;
n bimbingan, konsuitasi, pelatihan dan pendidikan
gan desa bagi pemerintah desa serta anggota BPD;

melaksanak

n pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi

pengembangan kapasitas pemerintah desa dan BPD di bidang
keuangan de:sa;

L melaksanaka'n pembinaan, pengawasan, dan supervisi pengelolaan
keuangan delsa melalui sistem aplikasi yang teiah ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang keuangan
desa;

n. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi

pengawasan: melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi
dan pembinaan di Seksi Keuangan Desa;

0. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang
dilaksanakar|1 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

p. melaksanakr—[m tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Aset Desa.
Seksi Aset Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan
pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang aset desa dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan' bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun
kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional dibidang
pengelola\anI aset desa sesuai dengan kewenangannya;

b. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Aset
Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;




mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan
maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai
bahan pelaksanaan tugas;

mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta
menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
melaksanakan fasilitasi pengelolaan aset desa;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pengelolaan aset desa dan penatausahaan administrasi aset desa;
melaksanakan evaluasi peraturan desa tentang aset desa;
menyiapkan bahan penyusunan database, sarana prasarana
penyelenggaraan administrasi aset desa;

menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan program TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI;
melaksanakan pengembangan dan fasilitasi infrastruktur desa
sebagai aset desa;

melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan
bidang aset desa bagi pemerintah desa serta anggota BPD,;
melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi
pengembangan kapasitas pemerintah desa dan BPD di bidang aset
desa;

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan
aset desa melalui sistem aplikasi yang telah ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan aset desa;
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang aset desa;
mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi
pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi,
dan pembinaan di Seksi Aset Desa;



r.  menyusun laporan pelaksa;naan tugas sesuai dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menetapkan isu-isu strategis, digunakan kriteria-kriteria sebagai
berikut :
a. Memiliki pengaruh' yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran

pembangunan daerah.
Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah
Luasnya dampak yg'ang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat

Memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah.

P o o U

Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.
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D. Dukungan SDM, Sarpras darn Anggaran

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai program

kegiatan yang

dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kudus ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia aparat yang tersedia. Per

31 Desember 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

didukung oleh 24 pegawai ASN, 3 PHD dan 13 Tenaga Kontrak dengan komposisi

sebagai berikut

Tabel 1.1

Keadaan Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Staf

Dinas Pemberdayaain Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

Per 31 Desember 2023

NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH PEGAWAI
1. | Eselonil/a 1
2. | Eselon Illla} 1
3. | Eselon Hllb; 3
4. |Eselon [VIa; 8
5. | Pelaksana (JFU) 12
6. |PHD 3
7. | Tenaga Kontrak 13
JUMLAH 41
Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Menurut Bidang dan Sekretariat

Dinas Pemberdayaa; Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

Per 31 Desember 2023

NO BIDANG JUMLAH
PEGAWAI
1. Sekretariatldan Kepala Dinas 18
2. | Bidang Per;nberdayaan Masyarakat 10
3. | Bidang Per;nerintahan Desa 7
4, | Keuangan dan Aset Desa
Jumlah 41




Sesuai Peta Jabatan di Dinas PMD membutuhkan personil sebanyak 84 orang,
saat ini sesiJai dengan bezeting terdapat ASN 24 dan non ASN 16 sehingga
terdapat kekurangan sebanyak 44 personil yang harus di usulkan untuk
memenuhi kebutuhan organisasi agar Tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa dapatltercapai. Adapun kebutuhan pegawai di Dinas PMD
Kabupaten Kudus adalahi sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT l

No Nama Jabatan Kelas | Bezeting | Kebutuhan | +/-
Sub Bag PEP & Keuangan 12 :
JF Pranata Kopputer Ahli 8 0 1 p
1 Pertama
’ .;F Prapata Korlnputer 8 0 1 A
enyelia i
" JF Pranata Komputer 7 0 1 1
3 | Pelaksana Lanjutan/Mahir
JF Pranata Komputer 6 0 1 1
4 Pelaksana/Terampil
5 | JF Statistisi Ahli Pertama 8 0 1 -1
6 | JF Perencana Ahli Pertama 8 0 3 -3
Penyusun Program Anggaran 7 1 4 0
7 dan Pelaporan
8 [ Bendahara 7 1 1 0
9 | Verifikator Keuangan 6 0 1 -1
1 Pengelola Kegiatan dan 6 1 4 3
0 | Anggaran
11 | Pengadministrasi Keuangan 5 0 1 -1
12 | Pengadministrasi Umum 5 0 1 -1
Jumlah 3 17 14
No Nama Jabatan Kelas | Bezeting | Kebutuhan | +/-
Sub Bag Umum &9
Kepegawaian
1 | JF Arsiparis Terampil ] 0 1 -1
2 | Analis Jabatan| 7 0 1 -1
3__| Pengelola Kepegawaian 6 1 1 0
Pengelola Sardna dan 5 1 1 0
4 Prasarana Kantor
5 | Pengadministrasi Umum 5 1 1 0
6 | Pengemudi | 3 0 2 -2
7 | Tenaga Keamanan 3 0 4 -4
8 Pramu Bakti 1 0 2 -2
Jumlah 3 13 -10
No Nama Jabatan Kelas | Bezeting | Kebutuhan | +/-
Jabatan Fungsional
1 JF Perencana Ahli Madya 12 0 1 -1
JF Penggerak Swadaya
2 Masyarg?(at Ahli Madga 12 0 13 -13
3 [ JF Perencana Ahli Muda 9 0 2 -2
Jumlah 0 16 -16
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2. BIDANG PEMBERDAY

}

(AAN MASYARAKAT

No

Nama Jabatan

Kelas

Bezeting

Kebutuhan

+/-

Selsi
Masyarakat

Kelembagaan

g

Analis Institusi Masyarakat
Pedesaan

Pengelola Data
Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan

Pengadministrasi Umum

Jumlah I

w|—=

1
|
|

No

Nama Jabatan

Bezeting

Kebutuhan

Kasi Usaha Ekonomi
Masyarakat

JF Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Pertama

Analis Pengemlbangan
Ekonomi Pedesaan

Pengelola Pemberdayaan
Masyarakat

Pengadministrasi Umum

Jumlah |

[~ ][ =}

No

Nama Jabatan

Kelas

Bezeting

Kebutuhan

+/-

Kasi Sumber Daya
Lingkungan, Teknologi Dan

Inovasi ‘

JF Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Pertama

-1

Penyusun Ren(::ana
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat

Pengelola Pemberdayaan
Masyarakat

Pengadministrasi Umum

Jumlah |

No

Nama J,abatari

Keias

Bezeting

Kebutuhan

Jabatan Fungsional

JF Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

Jumlah

3. BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

No

Nama Jabatan

Kelas

Bezeting

Kebutuhan

Kasi Pemerintzhan Desa &
BPD

9

JF Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Perfama

Analis Desa dan Kelurahan

Pengelofa Monijtoring dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

I |00

Pengadministrasi Umum

X

Jumlah

-3




No

Nama Jabatan

Kelas

Bezeting

Kebutuhan

Kasi Pemerintahan Desa &
BPD

JF Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Pertama

Analis Desa dan Kelurahan

Pengelola Moniltoring dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

L 14%]

Pengadministrasi Umum

=1

Jumlah )

3

No

Nama Jabatan

Kelas

Bezeting

Kebutuhan

+/-

Kasi Kerjasama Desa Dan
Informasi Desa;

JF Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Pertama

Analis Desa dan Kelurahan

-1

Pengelola Data

1

Alw|pl=

Pengadministrasi Umum

M|~

Jumiah

=|=1010 ©

) KN LY Y Y

-3

No

Nama Jabatan

Kelas

Bezeting

Kebutuhan

+-

Jabatan Fungsional

JF Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

Jumlah i

4. BIDANG KEUANGAN \lDAN ASET DESA

No

Nama Jabatan

Kelas

Bezeting

Kebutuhan

Kasi Keuangan Desa

8

1

Analis Keuangan

7

1

Pengelola Bantuan
Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa

6

0

Pengolah Data|Laporan
Keuangan

Pengadministrasi Umum

Jumlah

No

Nama Jabatan

Kelas

Bezeting

Kebutuhan

Kasi Aset Desa

-—

JF Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Pertama

Analis Desa dan Kelurahan

Pengelola Kekayaan Desa
dan Administrasi Desa

Pengadministrasi Umum

Q| & || @

Jumlah I

oo o O ©

NG Y i O T N Y

No

Nama Jabatan

Kelas

Bezeting

Kebutuhan

_Jabatan Fungsional

JF Penggerak |Swadayal
Masyarakat Ahli Muda

Jumlah |

3




C.

Isu Strategis

Dalam rangka metak'lsanakan fungsi Dinas PMD sebagai pelaksana di bidang

pembangunan pemberdayaziln masyarakat, dan Pemerintahan Desa dihadapkan

pada isu strategis sebagai berikut :

a. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1)

2)

3)

4)

S)

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik
dapat ditingkatkan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan sepertil!MusrenbangdeslMusrenbangkel

Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkatkan dengan
pembinaan kelompok-kelompok masyarakat pencipta teknologi tepat guna
dan partisipasi pada pameran teknologi tepat guna

Belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat, diminimalisir dengan -

metode pendekatan peningkatan kapasitas pelaku  pemerintah
desa/kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain di
desa/kelurahan
Dalam memberdayakan ekonomi rakyat diarahkan melalui pinjaman lunak ke
masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi

Untuk meningkatkan |kualitas fasilitasi sosial yang mendukung kehidupan

masyarakat diarahkan pada penyaluran bantuan stimulant pembangunan
infrastruktur baik untuk kebutuhan air bersih air, sanitasi, fasilitas permukiman,
jalan, dan jembatan yang mendukung perekonomian masyarakat
desa/kelurahan.

b. Urusan Pemerintahan Desa

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal

2) Belum optimainya koorldinasi, integrasi dan sinkronisasi program

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Tingkat Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota.




D. LANDASAN HUKUM

1.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka I\jlllenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun
2018-2023;

|
Peraturan Bupati Kudusl Nomor 156 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabu;')aten Kudus Tahun 2018-2023;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan|Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 32 Tahun !2022);

|
Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kudus

D. Sistematika

Sistematika penyusunan LKJiP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP Tahun 2023)

BAB 1. PERENCANAAlN KINERJA
Bab ini menjela'skan dan menyajikan tentang Perjanjian Kinerja Tahun
2023




BAB IIl. AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

BAB IV. PENUTUP
Mengemukakan tentang Kesimpulan dan Saran yang akan dicapai oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus




BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis
Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki
kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi
krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara
atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan

kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya
berbagai macam evaluasi:segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam
perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang
bersifat outcome yang ’Jtentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu
dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan
bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana
strategis ditentukan arah’, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta
mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang
telah ditetapkan secara, efekiif dan efisien. Suatu pernyataan strategi
'menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi
mencakup sejumlah langk.islh atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan
dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber
daya. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kudus telah diupayakan |disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan
perencanaan dengan mengacu RPJM-D Kabupaten Kudus dimana
penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi
kondisi lingkungan strategis. Perumusan Rencana Strategis (Renstra)
merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan
sulit diprediksi, sehingga; kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting.
Adapun alur pemikiran yang termaktub dalam dalam Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah fRestra-SKPD) haruslah mengacu pada isu strategis
yang mendukung Visi dainf Misi Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Visi
dan Misi Perangkat Daerah.

Visi dan Misi Perangkat Daerah ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan
sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi
perkembangan masa dep:an sesual dengan tugas dan fungsi kerja perangkat
daerah, yang disusun | dengan berpedoman pada rumusan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif,
sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.




1.Visi

Proses perencanaarﬂ pembangunan jangka menengah telah dilakukan oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Kudus dengan
disusunnya Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarajat
dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Berbeda dengan Renstra
OPD tahun sebelumnya, bahwa di dalam Renstra Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 tidak lagi
merumuskan visi dan misi OPD. OPD terkait melaksanakan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah “Kudus Bangkit Menuju
Kabupaten Modemn! Religius, Cerdas dan Sejahtera”. Makna yang
terkandung di dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten Kudus menjadi
pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas
modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan
sejahtera.

2. Misi

Adapun upaya-upaya yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun
2018-2023 untuk mencapai visi tersebut, dituangkan melalui 4 (empat) misi

utama, yaitu :
1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif
dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan
pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan
membangun iklim usaha yang berdaya saing.
Misi terkait yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kudus adalah misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan
pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
Visi dan Misi pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus untuk pelaksanaannya
sesuai tupoksi Perangkat|Daerah, keempat Misi Pembangunan tersebut secara
implisit memberikan arahan bagi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kudus uniuk menangani Tugas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa terutama pad!a penekanan Misi ke 2 (Dua) yaitu Mewujudkan
pemerintahah yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.




3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama
3.1 Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa K?bupaten Kudus dapat secara te?aat mengetahui apa
yang harus dilaksanakan'dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu
satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yéng dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis
juga memungkinkan untu;k mengukur sejauh mana visi dan misi telah di capai
mengingat tujuan strateg:is dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah
ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus menetapkan tujuan
sebagai berikut :

i Misi dan Tujuan

Misl ¢ TUJUAN

Mewujudkan pemerintahan yang | Meningkatnya Pemberdayaan

semakin handal untuk peningkatan Masyarakat dan Tertib Administrasi

pelayanhan publik | Desa

3.2 Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kudus merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan,
yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5
(lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan
Sasaran Strategis inii diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap
tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk memberikan arah dan tolak
ukur yang jelas dar% tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat
menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap
tujuan di tetapkan sasiaran yaitu sabagai berikut :

i
i




Tujuan dan Sasaran

TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR
Meningkatnya Meningkatkan Persentase kenaikan
Pemberdayaan pemberdayaan masyrakat | desa mandiri sesuai

Masyarakat dan Tertib

dan tertib administrasi

IDM

Administrasi Desa | desa
Peningkatan  Klasifikasi | Persentasi
Desa peningkatan klasifikasi
desa
Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP
Akuntabilitas Kinerja | Perangkat Daerah

Perangkat Daerah




Tabel 2.1

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indlkator Sasaran Satuan Kondisi Awal Target Tujuan Kondisi Akhir
Kinerja
2017 2018 2018 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. meningkatnya Persentase kenakan desa | Maningkatkan Persentase kenaiken desa % 12 16 20 24 28 28
pemberdayaan mandiri sesuat Indeks Desa | pemberdayaan masyrakat mandiri sesual IDM
masyarakat dan tertib | Membangun (IDM) dan tertib administrasi desa
administrasi desa. peningkatan klasifikasi desa Parsentas! peningkatan % 8,76 13 16,26 19,51 22,75 22,75
B Kiasthkasi desa I R o i T
Meningkatnya Akuntabillas | Nilai Evaiuasi SAKIP NA 80 81 825 83 835 85 85
Kinerja Perangkat Dasrah Perangkat Daerah




REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2019 - 2023
Sasaran Indikator Satuan | Kondisl Target Realisas| Capalan Kondisi
Sasaran Awal Kinerla __ Akhir
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan Persentase % 12 16 20 24 28 12 12 17 25 40,65 | 100 75 a5 104,16 | 14517 ([ 178,57
pemberdayaan kenalkan desa
masyrakat dan tertib | mandiri sesuai
administrasi desa DM
peningkatan Persentasi % 975 | 13 1628 | 19,51 | 22,75 | 13 9.9 R 53,78 | 75,75 | 133,33 | 76,15 | 60,88 27565 | 332,86 | 332,98
_klasiflkasidesa _peningkatan - — = - — - e —
klasifikasi desa
Meningkatnya Nilai Evaluasi Nilal NA a1 825 | 83 B35 | & 71,07 | 62,53 | 68,27 | 68,27 | 6260 | 88,85 | 75,79 | 82,25 81,76 | 7364 73,64
Akuntabilitas Kinerja | SAKIP
Parangkat Dasrah Perangkat
Daerab




3.3 Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, maka ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus. Berikut table tentang
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Keputusan tersebut.
Indikator Kinerja Utama
Dinas ﬁemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
| UTAMA

Meningkatkan pemberdayaan | Persentase kenaikan desa 28
masyrakat dan tertib mandiri sesuai 1DM

administrasi desa

Peningkatan Klasifikasi Desa Persentasi peningkatan 22,76

klasifikasi desa

Meningkatnya Akuntabilitas | Nilai Evaluasi SAKIP 85
Kinerja Perangkat Daerahli Perangkat Daerah

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad idan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolok ukur keberhasilan
organisasi yang menjadi| dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir tahun anggaran 2023. Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan
Presiden pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63 tahun
2014 :
1) Sebagai wujud komiltmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integrit;as, akuntabilitas, transpransi dan kinerja aparatur;

2) Menciptakan tolok uku:r kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaiuan tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;




4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi Amanah;

5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2018-2023 Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus telah menyusun

perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

Tahun 2023
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
UTAMA
1. Meningkatkan pemberdayaan | Presentase kenaikan desa | 28,00 %
masyarakat dan tertib | mandiri sesuai IDM (Indeks
administrasi desa Desa Membangun)
2. Peningkatan Klasifikasi Desa | Persentasi Peningkatan | 22,76%
Klasifikasi Desa
3 Meningkatnya Akuntabilitas | Nilai Evaluasi SAKIP | 85 Nilai

Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah

PERJANJIAN KINERJA
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Didalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
tertulis pada sasaran strategis Peningkatan Klasifikasi Desa adalah formulasi
penghitungannya tetapi yang benar adalah Indikatornya yaitu Persentasi peningkatan
klasifikasi desa.

Adapun program — program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus adalah sebagai|berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penataan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program Administrasi Pemerintah Desa

P P S

Program Pemberdayaan i_embaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat hukum Adat |

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai penyelenggara
kebijakan Pemberdayaan Masyarékat dan Desa tentunya wajib menyusun program dan
kegiatan yang dapat me:ndukung| ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kudus khususnya teI!;kait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana tercantum dalam éencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Perwujudan dari rencana pencapaian
target RPJMD tersebut diimpleméntasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat ‘dan Desa Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Tujuan
dari Pemberdayaan Masyarakat dlan Desa berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten1 Kudus ialah Pemberdayaan Masyarakat dan Tertib
Administrasi Desa. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupatell'l Kudus membutuhkan dukungan berbagai macam
sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan
anggaran yang memadai

C. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
I.  Program penunjang tlJrusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota
Kegiatan meliputi :
1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Evaluasi Klinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keijangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



Didalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
tertulis pada sasaran strategis Peningkatan Klasifikasi Desa adalah formulasi

penghitungannya tetapi yang benar adalah Indikatornya yaitu Persentasi peningkatan
klasifikasi desa. |

Adapun program — program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus adalah sebagaiiberikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

i

Program Penataan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program Administrasi Pemerintah Desa

ook wN

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat hukum Adat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai penyelenggara
kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentunya wajib menyusun program dan
kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kudus khususnya terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kudus tahuln 2018-2023. Perwujudan dari rencana pencapaian
target RPJMD tersebut diimplemelntasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Tujuan
dari Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten: Kudus ialah Pemberdayaan Masyarakat dan Tertib
Administrasi Desa. Untuk menca;:)ai sasaran tersebut tentunya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupateln Kudus membutuhkan dukungan berbagai macam
sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan
anggaran yang memadai \
|
C. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Program, kegiatan dan sulb kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
I Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota
Kegiatan meliputi : i
1. Perencanaan P!enganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunr::ln Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.  Administrasi Keiuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN




Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaalzn Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor i

Penyediar%m Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaaim Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediae:m Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu

S@ e a0 D

Penyelenggaraan Rapat Keordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah !

a. Pengadaa=n Mebel

b. Pengadaain Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya 1

Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah

a. Penyediaa{n Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

¢. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya




Il. Program Penataan Desa

Kegiatan :
1.

Penyelenggaraan Penataan Desa

a.

Fasilitasi iSarana dan Prasaran Desa

lll. Program Peningkata‘n Kerjasama Desa

Kegiatan :
1.

Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

a.

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan

IV. Program Administrasi Pemerintah Desa

Kegiatan :
1.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi

Pemerintahan Desa

S@ ™o o0 o p

Fasilitasi Ié’enyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pembinaaln Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
Kerja samlal antar Desa

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala De‘sa

Fasilitasi | Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa 1

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi
Perkembangan Desa

Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota
yang Dilaklsanakan oleh Desa

Fasilitasi E:valuasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan
Kelurahan




Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Mayarakat Hukum Adat
Kegiatan :
1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna

f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran
strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus selama
Tahun 2023 dapat diukur dan di sajikan dalam akuntabilitas kinerja ini. Untuk menilai
Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja
di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara
rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus selama tahun
2023. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi
dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada Tahun 2023.
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja
sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel
T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dearah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagai Berikut :

Skala nilal peringkat kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
i 2 91% = 100% Sangat Baik
2. 76% = 90% Baik
3. 66% < 75% Cukup
4. 51% = 65% Kurang
5. < 50% Sangat Kurang




Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Klasifikasi Desa Peningkatan

Sasaran Indikatorj Target | Realisasi | Capaian | Katagori
Strategis :
Meningkatkan Presentase | 28,00 % 40,65 % 145,18 % | Sangat
pemberdayaan kenaikan qesa Baik
masyarakat dan | mandiri sesuai al
tertib administrasi [ IDM (Indeks Desa
desa Membangun) -
Peningkatan Persentasi 22,76% 75,75 % 332,96 % | Sangat

Klasifikasi Desa

Baik

Kinerja Perangkat | Daerah !
Daerah

Meningkatnya Nilai Evaluasi | 85 Nilai 62,60 Nilai | 73,64 % Cukup
Akuntabilitas SAKIP Perangkat

Rata rata capaian

183,93 %

Berikut ini capaian IKU tahun 2023 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

Penjelasan :

Berdasarkan tabel di atas dapat l:iii lihat bahwa angka realisasi dari IKU dapat di tarik

kesimpulan bahwa Sasaran Starte:gis Kedua “Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

dan tertib administrasi desa “ ini Itergolong baik dan masuk kedalam Kategori “Sangat

Baik” karena melebihi target yang'di tetapkan, dan sudah menggambarkan kondisi yang

sebenarnya didalam pemberdayaén masyarakat dan tertib administrasi desa. Demikian

|
juga sasaran “Peningkatan Klasilﬁkasi Desa” masuk dalam kriteria penilaian sangat

“Sangat Baik” karena capaiannya jauh melebihi target yang telah ditentukan, sedangkat

untuk sasaran “Meningkatnya Ak{untabilitas Kinerja Perangkat Daerah masuk dalam

katagori “Cukup”
Analisis :

1. IDM (Indeks Desa Membanguna) adalah merupakan alat penting dalam menilai

kemajuan suatu desa. IDM

terdiri dari tiga komponen utama: Indeks Ketahanan

Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan

(IKL). Berdasarkan IDM,

desa-desa diklasifikasikan ke dalam lima status

kemajuan dan Kemandirian ldf-:sa yang berbeda.

berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 jumlah desa dengan status

mandiri di Kabupaten Kudus ada 50 desa atau 40,65% sedangkat target di tahun

2023 adalah 28 % atau 22 desa . Sehingga capaian kinerja dari Indikator tersebut

adalah 145,18%. Kenaikan

dari desa berkembang menjadi mandiri ini didasari

oleh tiga komponen utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan
Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)




Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2023

No Status Desa Berdasarkan 2019 2020 2021 | 2022 | 2023
Indeks Desa Membangun
1. | Desa Mandiri 12 12 17 25 50
2. | Desa Maju 48 66 69 (1] 67
3. | Desa Berkembang 63 45 37 21 6
4. | Desa Tertinggal - - - = -
5. | Desa Sangat Tertinggal - - - - -
Jumlah 123 123 123 123 123

Target dan Realisasi didapatkan dengan formulasi :
Desa Mandiri
Jumlah Desa Mandiri

Jumlah Desa se Kabupaten Kudus

x 100

Persentase Kenaikan

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2019-
2023) perkembangan status desa mandiri cukup baik, dimana pada tahun tertentu

terjadi peningkatan jumlah status desa Mandiri, serta adanya penurunan jumlah

desa dengan status desa berkembang. Sedang untuk desa tertinggal dan desa

sangat tertinggal di Kabupaten Kudus tidak ada.

Perkembangan Status Desa Berdasarkan IDM
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Klasifikasi desa adalah Tingkat kemajuan desa dibedakan menjadi tiga kelompok

yaitu desa mandiri, desa berlkembang, dan desa tertinggal. Sebuah desa dikatakan

mencapai tingkatan maju jika dinflai mampu untuk mengatasi permasalahan yang

ada dihadapi desa itu sendiri. Dalam Permendagri No.84 Tahun 2015, klasifikasi

desa dibagi tiga menurut tinékat perkembangannya yaitu desa swasembada, desa

swakarya, dan desa swadaya.

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu
memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya
sesuai dengan kegiatan pembangunan

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju
desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah: Kebiasaan atau adat
istiadat sudah tidaki mengikat penuh. Sudah mulai mempergunakan aiat-
alat dan teknologi. '

Desa swadaya adalfah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola
dengan sebaik—béik"nya, dengan ciri: Daerahnya terisolir dengan daerah
lainnya. Pendudukn:ya jarang. Mata pencaharian homogen yang bersifat

agraris. |

Target Persentasi peni:ngkatan klasifikasi desa Tahun 2023 adalah 22,75 %

sedangkan realisasinya 75,75 % mengalami kenaikan sangat signifikan

dikarenakan masyar;akatnya tetah mampu memanfaatkan dan

mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan

pembangunan. l

t
I

Tabel 2.4.
Datia Klasifikasi Desa
di Kabupater? Kudus Tahun 2019 - 2023

No Status | 2019 2020 2021 | 2022 | 2023
Kalsifikasi Desa
1. Swasembada 1 3 4 71 100
. Swakarya | 5 2 14 59 32
3. Swadaya | 127 114 114 2 -
Jumlah “ 132 132 132 132 132

berdasarkan tabel t‘ersebut Klasifikasi desa Tahun 2023 jumlah

desa/kelurahan denganf status swasembada sebanyak 100 desa/kelurahan

atau 75,75 %, sedangkian targetnya adalah 30 Desa atau 22,76% sehingga

capaiannya adalah 332"’/0 atau 70 Desa




Target dan Realisasi didapatkan dengan formulasi : Persentase
Peningkatan Klasifikasi Desa

Jumlah Yang Meningkat Klasifikasinya

Jumlah Desa se Kabupaten Kudus x 100
Kenaikan Klasifikasi Desa di Kabupaten Kudus sangat signifikan, hal ini
disebabkan karena kesadaran dari desa dalam inputing atau penginputan

profil desa sangat tinggi sehingga capaiannya sangat tinggi.

Perkembangan Klasifikasi Desa Berdasarkan Prodeskel

/
/'//f
// _.
.-/‘
"/‘
-
i Tt et
——a. Swasembada b. Swakarya <. Swadaya

i il Realrasi !
I [ ] ] 2021 I 2022 12013;
A Swasembada < 3 | 4 | N | o ;nm=

| b Seakarye {2 L wl®» i 13| 12
c. Swadwa | 19 | ll]z 2 | o : 0 :
Jumish | 124 ' 111 E 132 E 132 isu:

3. Sedangkan Nilai evaluasi Sakip dari Inspektorat belum bisa mencapai nilai

maksimal dari target nilai 85 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus hanya mencapai 62,60 sehingga capainnya 73,64 %, hal
ini dikarenakan penentuan target yang terlalu tinggi tidak diimbangi dengan
administrasi yang baik sehingga pencapaian targetnya belum optimal.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kudus, maka dirumuskan sejumlah program dan kegiatan teknis
yang dapat dilihat pada tabel sebagai beriku :



Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

No. Program Indikator Program | Target | Realisasi | Capaian

1. Program penunjang | Terlaksananya KM | 85 88,60 104,23%
urusan atas kKinerja
pemerintahan perangkat Daerah
daerah
Kabupaten/kota

2. Program Penataan | Tersusunnya Produk | 1 1 100%
Desa Hukum Kawasan | Dokumen | Dokumen

Pedesaan

3. Program Jumlah Pelaksanaan | 3 Desa 3 Desa 100%
Peningkatan TMMD / Karya Bhakti
Kerjasama Desa :

4, Program Jumlah Produk | 15 15 100%
Administrasi Hukum dan Petunjuk | Dokumen | Dokumen
Pemerintah Desa Teknis Yang

Dihasilkan

5. Program Jumlah Lembaga | 1239 1551 125,18%
Pemberdayaan Kemasyarakatan Lembaga | Lembaga
Lembaga Yar’;g Bergerak di
Kemasyarakatan, Bidéng
Lembaga Adat Dan | Pemberdayaan Desa
Mayarakat Hukum | Yang Terfasilitasi
Adat

|

|

l
Keseluruhan Program yang disebutkan diatas dianggap dapat menjadi solusi yang
efektif dalam mewujudkan target Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Namun dalam pelaksanaannya, sering terkendala oleh banyak
foktor, oleh karena itu, diharapakan kedepannya pelaksanaan program - program
tersebut dapat lebih efektif dan efisien, sehingga segala target kinerja yang telah

ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.

. REALISASI ANGGARAN

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kudus merupakan pertangguingjawaban Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa kepada Bupati sebagl;ai atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan
dan pembangunan, dalam rarlzgka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan
misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.



Rencana Strategis (renstra) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah
mengacu pada RPJMD Kabupaten Kudus. Dengan demikian, pengukuran dan
penilaian kinerja Kepala Dinas didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolak ukur
kinerja. Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dalam
melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dana berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini pelaporan
realisasi Dinas Sosial tahun 2023.

Realisasi anggaran tahun 2023 khususnya untuk belanja pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Sebagai Berikut :

BELANJA OPERASI

1. Belanja Pegawai Rp. 4.307.641.000,-

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.116.235.214, -

3. Belanja Hibah Rp. 1.550.625.900,-
BELANJA MODAL

4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 4.302.304.000,-

5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 50.000.000.-

Rp. 16.326.806.114-
Realisasi Rp. 15.431.637.231,-



REALISASI PROGI

RAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

PROGRAN ! KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI
ANGGARAN

PERSENTASI (%)

Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota

5.460.908.574

5.131.096.319

93,96 %

Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

8.422.800

8.250.700

97,85 %

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

4.311.571.000

4.033.857.969

93,55 %

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

1.430.000

220.000

15,38 %

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

130.985.150

116.752.000

89,13 %

Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

95.347.000

94.438.000

99,04 %

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

444 .910.624

425.705.753

95,68 %

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

468.242.000

451.872.170

96,50 %

Program Penataan
Desa '

6.462.244.900

6.268.898.631

87 %

Penyelenggaraan
Penataan Desa

6.462.244 900

6.268.898.631

97 %

Program Peningkatan
Kerjasama Desa

99.999.960

98.158.000

98,15 %

Fasilitasi  Kerjasama
Antar Desa

99.999.960

98.158.000

98,15 %

Program Administrasi
Pemerintah Desa

3.698.663.450

3.369.177.727

90,82 %

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan Desa

3.698.663.450

3.399.177.727

90,82 %




PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
REALISASI PERSENTASI
ANGGARAN (%)
Program Pemberdayaan 604.989.230 574.295.481 94,92 %
Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga 604.989.230 574.295.481 94,92 %
Kemasyarakatan yan
Bergerak di Bidan
Pemberdayaan Desa da
Lembaga Adat Tingka
Daerah Kabupaten/Kot
serta Pemberdayaa
Masyarakat Hukum Ada
yang Masyarakat Pelakuny
Hukum Adat yang Sam
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
TOTAL 16.326.806.114 15.996.993.859 94,52 %
REALISAS] SUB KEGIATAN ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023
Capain |
No_Rekening Kegiatan Ingikator Target Kinera Anggaran e B Penanggungiawad Ensiens:
KXIC:I{H ] Fw:m?am;ammuﬁmm - : 4:&!80.’- : 4840700 ?EAS\.@&AG:E-"& 2;"-
Jumiah Dokumen Perencanaan Perangiar Daeran 10| Dokumen 1000
XXX €12 01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkal Daerah 31442000 3410000 | KASUBBAG PEP & 9%
KEUANGAN
Jumiah Laporan Evaiuasi Kinena Perangicat Daeran 5 Laporan 600
XXX 012 02 01| Penyediaan Gas dan Tuniangan ASN 4218 841 000 3645033 969 | KASUBBAG PEP & §49%
KEUANGAN
Jumiah Qrang yang henenma Gan dan Tumangan ASN 28| Orang'aulan 600
X 0001 2 02 02| Penyediaan Asmnstras Palaksanaan Tugas ASN §2 730000 68 824 000 | KASUBBAG PEF & 421%
KEUANGAN
&mmwpmw=mm7m 12| Dosumen 1200
XXX 01.205 091 Pendidikan dan Pelatihian Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1430 000 220000 | KASUBBAG UM & 154
KEPEGAWWAIAN %
Jurmiah Pegawas Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengdai 26{Orang 100
X001 208 01| Penyeciaan Komponen nsiaiasi Listri Penerangan Sangunan Kantor | 17 835,000 13001 000 | KASUBBAG URIUM & 6%
KEPEGANAIAN
Jumiah Paket Kamponen Instalasi Listrk Penerangan Bangunan Kantor 1| Paket 100
yang Disedakan
XXX 0120602} Peny Peralatan dan Kantor 20 T83 000 20514 000 { KASUBBAG UMLAA & 128% |
KEPEGAWAIAN
Jsmiah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5| Pake! 500
X XX 01 208 03| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12602 800 12.380 600 | KASUBBAG UMUN & 282%
KEPEGAWAIAN
Jumiah P! Pecaiatan Rumah Tangga yang Dsedaan 3| Paket 100 |
X0001.206 04 | Penyediaan Bahan Logrsdk Kantor 780 000 NS&I-’DOK.EL'?EAGJL’L‘! ‘-534*.i
KEFEGANAIAN |




Juniah Laporsn Hasi Pemishar dan 2| Laporan 2.00|
Pembachantian Kepaia Desa
213,062 01 10 | Fasiias Pengangkatan den Pemberentian Peranghat Desa 40,600 000/ 36 530 00|
DE:
o, Laporae Fasizas, Pengangkatan 630 Permbementan Peanghal | 5| Laporan 500
Desa
21304 201 11 | Fasitas Pawusenen Profl Desa 2% 555 750 253282 150
L
Jumian Dokumer Profil Desa 123 [Desa 123.00
Juriah Doleumen Proli Desa yang tersusun 123 Dokumen 123,00
21304 201 14 | Pembinaan Penngiaan Kapasitas Anggota BP0 77 803200 73645200
Jumiar Anggow BPD yang Mengihut Pembnaan Peringhaar 385 | Ovang 89 00
Kacaswas
2130420117 (t yang 134 889 860 A2 720 500 | KAS| ASET DESA
Dilaksanaxian oieh Desa
Jumian Dokaren Perugatan LrusanKewenangan Kaoupaen Kot 3| Datusmen 300
Desa
21304207 18 | Fasdtam Bxahaw Penembangas Desa serta Londa Desa dan 174 564 480 W7 680 000
Katuahan
Jurian) Detumes. Hasi Evalues Perkermbangan Desa seta Lormts #{ Dokumen 2.00)
Desa dan Kehranan
213082 01,02 | Fasdtosi Fenataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan 49 886 900 47 081 80O
Lembaga RT, RW,
PKK Pasyandu, LPYA dan Kaang Tanna), Lembaga Adat
Desaeiurahan dan basyaraiat Hulurm Adat
Jurmisn Dokumen Hass Penatasn Femberdayasn dan Percayagunaan | ] Dokumen 400
Lemtags [ AT RW
PRK Posyardu LM dan Kwang Taruna) Lembega Adat
DesaKearanan 637 Matydraka Huasm A28
2130620103 juatan <aps L 85 000 310 69873000 | KASI KELEMBACASN
DesaKeranan (RT A PWX Posyandy, LP4, Gan Karang Tanna) MASYARAKAT
Lembaga Adar Desa/Ksiuranan dan Lasyaraiat Hukum Adat
JAumian Lentaga Kamasyaaxatan Desaieteanan (T R FOC 1| Lemoags 100
wwmwm) Lembaga Adat DessKebuana:
21306 2 01 04 | Fasitas: Penyedan Sarana dan Prasarana Kelerbagaan Lembaga 14,269 935 13835 000 | KASI KELEMBAGAAN
aatan DesaReirahan (RT RW. PKK mm LPW, dan MASYARAKAT
»cu-ngr-.m.wmga Cesansiuahan den Masyarksl
im Agat
2130520104 | Fasidas: Penyedasn Szrana dan Prasarans Melembagas Lembaga 14.956 935 13635 000 | KASI KELEMBAGAAN
| Kemasyarakatan Desa¥elurahan (RT. RW PKK. Posyandu, LPM dan MASYARAKAT
Karang Taruna) Lembaga Adat DesaKehwahan dan Masyarakat
Hukum Adar
Jgmign Sy dar Prasearg Keiembagaan Lenbags 1| Uni 100
Kemasyaiakatan DesaKewrahan [RT RW PRK Posyandu LPW dan
Karang Taruna) Lembaga Adal Desa Xeiurahan dan liasyaraat
Hukum Adat
213052 0105 | Fasiktas: Pengembangan Usaha Ekonon: Wasyarakat dan Pemenniah 94989 900 85078 250
Desa. Hensrghaian Pendapatan Ast Desa
Jumiah Dokumen Hasi Fasidas Fengembangan Usaha Ekorom 1§ Dakismen: 100
i emesnizh Desa gratian Percacalan
Ash Desa
21308 201,08 | Fasiitasi Pemerntah Desa dalam Pemanfaatan Teknolog Tepat Guna 50,950 565 53 868 000
Jurmigh Laposan riasi Fasiitas Pemerintah Desa daiar Perantzatan 1| Laporan 100
Teknoiog: Tepat Gurna
21385201 07 | Fasitas: Buan Bhai Gotong Royong Masyaraiat 18 465 800 9888 000 | KASI KELEMBAGAAN
IMASVARAKAT
Jusniah Laporan Hasi Fasidtaw Bulgn Bhait Gotong Reyong 1 Laporan 100
| Masyarakat
213,08 2 01.08 | Fasdtas: Taw Pengoerak PIK dalam Penyelenggaraan Gerakar 266966 900 299 B2 431 | KAS! KELEMBAGAAN
dan Keseghteraan Keluarg WASYARAKAT
{ Jumiah: Dolumen Hasil F 1| Dokumen 100

asitt
| Penyetenggaraan Gerakan P Microsoft Store bl dan
| Kesesanteraan Keluarga




BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kudus Tahun 2023 merupakan laporan pertanggung jawaban
pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus 2018 - 2023 dan merupakan laporan pertanggung
jawaban dari pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 yang telah
disesuaikan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2023, serta menyajikan
berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang
tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis
kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan
dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Laporan
Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus
Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa dari sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi dengan kata lain
dapat dikatakan “SANGAT TINGGI”, yang mana Presentase kenaikan
desa mandiri sesuai IDM dengan nilai target sebesar 28% telah terealisasi
sebesar 40,65% Sasaran Strategis Kedua “Persentasi Peningkatan
Klasifikasi Desa“ ini masuk kedalam Kategori “SANGAT BAIK" karena
melebihi target yang di tetapkan, dan sudah menggambarkan kondisi yang
sebenarnya didalam peningkatan klasifikasi desa. Sedangkan untuk Nilai
Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kudus hanya mencapai 73 % sehingga masuk dalam katagori “"CUKUP”
hal ini disebabkan terlalu tinggi dalam menentukan target.

B. SARAN

Dalam menunjang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( SAKIP ) yang baik, maka perlu mengatasi berbagai
persoalan diperiukan langkah langkah untuk meningkatkan kinerja

sebagai berikut :



a. Melakukan perbaikan organisasi kedepannya untuk meningkatkan
kinerjanya.

b. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman kapasitas
pejabat struktural tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LkjIP ).

c. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
kemapuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk

mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

d. Perlu adanya kebijakan yang memadai penerapan SAKIP di Instansi
Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP
yang baik dan benar di jajaran Instansi Pemerintah, serta
meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian

Perjanjian Kinerja ( PK ).

e. Melakukan evaluasi terkait penetapan target agar ditahun
mendatang bisa lebih teliti lagi

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus Tahun 2023 kami sampaikan, saran dan masukkan
dari pihak terkait sangat kami harapkan guna mendukung program Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus menjadi lebih
baik lagi di tahun tahun mendatang.

Pafribifia,i'ﬂtéma Muda
NIP. 19731014 199311 1 001



" LAMPIR/SURAT INSPEKTUR KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 23/01/2024
Nomor : 600.14.3.2/14/2025
No Dokumen Catatan Reviu
) Ada] Tidak | Keterangan Rekomendasi
surat Sekretaris Daerah
1 o “omoran gy || [Fabupston s Nomr
Tahun 2023 000.8.6.3/00.30/2024 Tanggal
8 Januari 2023
Renstra dan/atau Renstra Nomor
2 |perubahan Perangkat Daerah| V
(Renstra PD) Tahun 2018 - 2023 050/1232.2/21.01/2022
3 Perjanjian Kinerja dan atau v kepala perangkat daerah
Perubahan Tahun 2023 sampai tingkat eselon IV
data dukung atas masing-masing
4 |capaian indikator KU, Program, v (softcopy pdf)

Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang

terlaporkan




Sistematlka Lapkin telah disusun sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

BAB TEMA _ SUBSTANSI _ |Ada/Tidak . - Substansi tepat/tidak

BAB | [Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan ada Penjelasan Umum Organisasi : (subtansi tepatiidak-
umum organisasi, dengan tepatftidak disajikan)
penekanan kepada aspek strategis Permasalahan Utama : (subtansi tepat/tidak-tepat/tidak-
organisasi serta permasalahan CiBAfI<3T)
utama ( strategic issued ) yang Aspek Strategi Organisasi : (subtansi tepat/tidak-tepat/tidak-
sedang dihadapi organisasi. disapkany——

KRlBrangme:. ..o s
BAB Il |Perencanaan Kinerja |Pada bab ini diuraikan ada Perencanaan Kinerja mulai dari Tujuan/Sasaran Perangkat

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan

Daerah, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran
Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnta.
Pastikan telah sesuai dengan PK yang telah
ditandatangani, Renstra dan SK Bupati tentang IKU.
Berikan penjelasan jika terdapat ketidaksesuaian.

BAB lll|Akuntabilitas Kinerja  |A. Capaian Kinerja Organisasi ada Capaian Kinerja Organisasi : (subtansi tepat/tidak-
iepav/tidak-disajikarn)
Keterangan.........................
B. Realisasi Anggaran ada Realisasi Anggaran : (subtansi tepatitidak-tepat/tidak-
disajikan}
Keterangan.................c.......
BAB |Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan Simpulan Umum : (subtansi tepat/tidak-tepat/tidak-
v umum atas capaian kinerja ESHAER
organisasi serta langkah di masa Langkah Masa Mendatang :(subtansi tepat/tidak-tepat/tidak-
mendatang yang akan dilakukan disajikan} tambahkan Keterangan.....................
organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya
a. evaluasi pencapaian ada Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja : (subtansi
keberhasilan kinerja tepat/tidak-tepat/tidak-disajikan}- tambahkan
Keterangan......................
b. penyesuaian perencanaan ada Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi
kinerja yang akan dihadapi berikutnya : (subtansi tepat/tidak-tepat/tidak-disajikan)-
berikutnya tambahkan Keterangan......................
c. perubahan budaya kinerja ada Perubahan budaya kinerja organisasi : (subtansi tepat/tidak-
organisasi tepatitidak-disajikan} tambahkan Keterangan......................
Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 : (subtansi tepat/tidak-

tepat/tidak-disajikan} tambahkan Keterangan....................

2) Lain-lain yang dianggap perlu

Lain-lain yang dianggap perlu : ..............




Realisasi Tahun

Persentase Capaian

Validitas data realisasi

No. T”’”‘;{’zfsgzg :l()'”e”a ’“(‘f_';;t;,’g:;’?{)‘a Ta;?_;tj;a;:g ﬁ;m 2023 Kinerja Tahun 2023 | kineria
. . (LK]IP Bab IIl) (LK]IP Bab IIl) (Lampiran LKjlP)
7 p 3 y 5 G 7

Tujuan/ Sasaran Perangkat

perangkat Daerah

Kinerja PMD

i Daerah I
Ket: Tujuan/Sasaran Ket: IKU sesuai PK o T?rget i Ket: Realisasi ) .
; sesuai PK Kepala o ; . . . |Ket: Cek ketersediaan
Perangkat Daerah sesuai PK |Kepala Perangkat Kinerja sesuai data |Ket: Kolom 5 dibagi

1 Perangkat Daerah - data dukung kolom 5
Kepala Perangkat Daerah Daerah 2023 yg 2023 dukung pada Kolom 6 x 100% ade Lambiran LKIP
2023 yg ditandatangani ditandatangani e ; Lampiran LKjIP 2023 P P J

ditandatangani
Meningkatnya Persentasi Kenaikan
2 |Pemberdayaan Masyarakat |Desa Mandiri Sesuai 28% 40,65% 145,17%
dan Tertib Administrasi Desa |IDM
Jumlah Desa
Meningkat
Peningkatan Klasifikasi Desa |Klasifikasinya dibagi 22,76% 75,75% 332,82%
Jumlah Desa dikali
100 %
Meningkatnya Akuntabilitas |Nilai Evaluasi Sakip - S
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 65 Nilai 62,60 Nilai 78,089
dst
B Sasaran Program IK Program
Ket: Sasaran program bisa |Ket: IK program Ket: Target Kinerja |Ket: Realisasi ket Cok kelorssdiasn
diambil dari STRATEGI pada |sesuai PK eselon Ill |sesuai PK Eselon Il |Kinerja sesuai data |Ket: Kolom 5 dibagi :

1 R . a data dukung kolom 5
Renstra atau bisa dilihat di {2023 yg 2023 yg dukung pada Kolom 6 x 100% ada Lampiran LKilP
Cascading ditandatangani ditandatangani Lampiran LKjiIP 2023 p P /

Indeks Kepuasan
2 [Terlaksananya IKM atas kinerja |Masyarakat Atas 85 Nilai 88,66 Nilai 104,30%




Meningkatnya Kerjasama

Tersusunnya Produk

Perangkat Daerah sesuai

ketentuan

keuangan yang
sesuai standar

3 Hukum Kawasan 2 Produk Hukum 2 Produk Hukum 100%
Desa
Pedesaan
Meningkatnya Sarana Jumlah Pelaksanaan o
4 Prasarana Desa TMMD / Karya Bhakti 3 Desa 3 Desa 100%
Jumlah Produk
5 Cakup?n Administrasi Huku_m dan Petunjuk 15 Dokumen 15 Dokumen 100%
Pemerintahan Desa Teknis Yang
Dihasilkan
Terlaksananya kegiatan - Jumlah Lembaga
kegiatan pemberdayaan Kemasyarakatan
—g—|masyarakat dandesa.. _ .. ;ﬁ;ﬂlse’gemk di- - 1239 remibaga— |~ 1551 Léinbaga * | "~ 125.18% - ~ | - -
Pemberdayaan Desa
Yang Terfasilitasi
dst
Cc Sasaran Kegiatan IK Kegiatan _
Ket: Sasaran Kegiatan bisa | \cor. ¢ kegiatan ~ |Ket: Target Kinerja  |Ket: Realisasi _ .
diambil dari ARAH . , . , . . . |Ket: Cek ketersediaan
sesuai PK eselon Ilf |sesuai PK Eselon Il |Kinerja sesuai data {Ket: Kolom 5 dibagi
1 |KEBIJAKAN pada Renstra data dukung kolom 5
atau bisa dilihat di 2023 yg 2023 yg dukung pada Kolom 6 x 100% ada Lampiran LKjIP
. ditandatangani ditandatangani Lampiran LKjIP 2023 P P /
Cascading
Terlaksananya Perencanaan, |[Jumlah dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi |perencanaan,
2 |Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan 100%
evaluasi sesuai
standar
3 |Terselenggaranya kegiatan |Jumlah laporan
o . i2wab
Administrasi Keuangan pertanggungjawaban 12 Laporan 12 Laporan 100%




Meningkatnya kompetensi
pegawai melalui pendidikan

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas

: dan Fungsi yang 26 Ora 1 Oran 3,84%

dan pelaihan Mengiku% Pondidikan "o S
dan Pelatihan

Terselenggaranya pelayanan |Cakupan layanan

Administrasi Umum pendukung

Perangkat Daerah perkantoran sesuai 100% 100% 100%
standar

Terlaksananya Pengadaan |Jumiah BMD yang

Barang Milik Daerah diadakan sesuai

Penunjang Urusan ketentuan (perpres 3 Unit 3 Unit 100%

Pemerintah Daerah pengadaan barjas
dan RKBU)

Terlakasananya Penyediaan |Jumiah [aporan

Jasa Penunjang Urusan penggunaan jasa

Pemerintahan Daerah penunjang urusan 3 Laporan 3 Laporan 100%
yang sesuai
ketentuan

Meningkatknya Pemeliharaan|Jumlah unit BMD

Barang Milik Daerah yang dipelihara . .

Penunjang-Urusan_-_ = - [sesuai standar _23Unit - 23Umt ) _100% |

Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Kerjasama Tersusunnya Produk

Desa Hukum tentang 2 Produk Hukum 2 Dokumen 100%
Kawasan Pedesaan

Meningkatnya Sarana

Prasarana Desa Jumlah Pelaksanaan 3 Desa 3 Desa 100%

TMMD / Karya Bhakii




Terlaksananya kegiatan -
kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan desa

Jumiah Lembaga
Kemasyarakatan
Yang Bergerak di

pelaksanaan tugas
ASN

9 Bidang 1239 Lembaga 1551 Lembaga 125%
Pemberdayaan Desa
Yang Terfasilitasi
Cakupan Administrasi Jumiah Produk
10 |Pemerintahan Desa ?::;'g 3::gpet””’“k 15 Produk Hukum 15 Dokumen 100%
Dihasilkan
dst
D Sasaran Sub Kegiatan IK Sub Kegiatan
Ket: Sasaran Sub Kegiatan . . Ket: Target Kinerja . e
bisa diambil dari KINERJA s !K. o Kegrataq sesuai !r:’gK Ese!og th. F_?eahsaSI. , .. |Ket: Cek ketersediaan
sesuai Kepmendagri . |Kinerja sesuai data |Ket: Kolom 5 dibagi
1 |SUBGIAT pada IV/yang menangani data dukung kolom 5
: 050-5889 Tahun dukung pada Kolom 6 x 100% : .
Kepmendagri 050-5889 2021 2023 yg Lampiran LKjIP 2023 pada Lampiran LKjIP
Tahun 2021 ditandatangani
Tersusunnya Dokumen Jumiah Dokumen
2 [Perencanaan Perangkat Perencanaan 10 Dokumen 10 Dokumen 100%
Daerah Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi |Jumlah laporan
3 |Kinerja Perangkat Daerah |evaluasi kinerja 6 Laporan 6 Laporan 100%
perangkat daerah
Tersedianya Gaiji dan Jumlah orang yang
4 |Tunjangan ASN menerima gaji dan 26 Orang 26 Orang 100%
tunjangan ASN
Tersedianya Administrasi |[Jumlah dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN |hasil penyediaan
5 administrasi 12 Dokumen 12 Dokumen 100%




Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas

Berdasarkan Tugas dan dan Fungsi yang 26 Orang 1 Orang 3,84%
Fungsi Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
Tersedianya Jumlah paket
Komponen Instalasi [komponen instalasi
Listrik/Penerangan listrik/penerangan 1 Paket 1 Paket 100%
Bangunan Kantor bangunan kantor
yang disediakan
Tersedianya Peralatan dan  |Jumlah paket
Perlengkapan Kantor peralatan dan 5 Paket 5 Paket 100%
perlengkapan kantor
yang disediakan
Tersedianya Peralatan Jumlah paket
Rumah Tangga peralatan rumah 3 Paket 3 Paket 100%
tangga yang
disediakan
Tersedianya Bahan Logistik |Jumlah paket bahan
Kantor logistik kantor yang 3 Paket 3 Paket 100%
disediakan
Tersedianya-Barang-Cetakan{Jumlah paket barang T — - o
dan Penggandaan cetakan dan 3 Paket 3 Paket 100%
penggandaan yang
disediakan
Tersedianya Bahan Jumlah dokumen
Bacaan dan Peraturan |bahan bacaan dan
Perundang-undangan Peraturan Perundang 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Undangan yang
disediakan
Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan
Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan 5 Laporan 5 Laporan 100%

Tamu




Terlaksananya
Penyelenggaraan

Jumiah laporan
penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan rapat koordinasi dan 40 Laporan 40 Laporan 100%
Konsultasi SKPD konsultasi SKPD
Tersedianya Sarana dan Jumlah Unit Sarana
Prasarana Gedung Kantor  (dan Prasarana
atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau 3 Unit 3 Unit 100%
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Tersedianya Surat Menyurat |Jumiah Laporan
Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 100%
Surat Menyurat
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya |Komunikasi, Sumber 12 Laporan 12 Laporan 100%
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Tersedianya Jasa Pelayanan |Jumlah Laporan
Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum 12 Laporan 12 Laporan 100%
Kantor yang
- Disediakan ~ =~ =~ [
Terlaksananya Kendaraan  |Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional atau Dinas Operasional
Lapangan yang Dipelihara |atau Lapangan yang . .
dan dibayarkan Pajak dan  |Dipelihara dan 11 Unit 11 Unit 100%
Perizinannya dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
Terlaksananya Gedung Jumlah Gedung
Kantor dan Bangunan Kantor dan
Lainnya yang Bangunan Lainnya 1 Unit 1 Unit 100%

Dipelihara/Direhabilitasi

yang Dipelihara /
Direhabilitasi




Tersedainya Tenaga
Keamanan dan Tenaga

Jumlah Tehaga
Keamanan dan

Kebersihan Tenaga Kebersihan 7 Orang 7 Orang 100%
Yang dibayarkan

Tersedianya Sarana dan Jumlah Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor  |Prasarana Gedung

atau Bangunan Lainnya g::tgolrna;t:uLainnya 12 Unit 12 Unit 100%
yang Dipelihara /
Direhabilitasi

Tersedianya Dokumen Hasil [Jumlah Dokumen

Fasilitasi Pembangunan Hasil Fasilitasi

Kawasan Perdesagan Pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Kawasan Perdesaan

Tersedianya Sarana dan Jumlah Sarana dan

Prasarana Desa yang Prasarana Desa 126 Unit 126 Unit 100%

terfasilitasi yang terfasilitasi

Tersedianya Dokumen Jumiah Dokumen

Penugasan Penugasan

Urusan/Kewenangan Urusan/Kewenangan

Kabupaten/Kota fang Kabupaten/Kota ° 3 Dokumen 3 D-okumen - _199% —

Pilaksanakan oleh'Desa ~ —"|yang Dilaksanakan T
oleh Desa

Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen

Penyelenggaraan Penyelenggaraan

Adm%nistreglgi Pemerintahan Adrr:;nistrggi 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Desa Pemerintahan Desa

Tersedianya Dokumen Hasil |jumiah Dokumen

Fasilitasi Penyusunan Produkiyasil Fasilitasi

Hukum Desa Penyusunan 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
Produk Hukum

Desa




Tersedianya Dokumen Hasil
Fasilitasi Penyusunan

Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi

dan Lembaga Kerja Sama
antar Des

Desa dan Lembaga
Kerja Sama antar
Desa

Perencanaan Pembangunan [Penyusunan 123 Dokumen 123 Dokumen 100%

Desa Perencanaan
Pembangunan Desa

Tersedianya Dokumen Hasil |Jumlah Dokumen

Fasilitasi Pengelolaan Hasil Fasilitasi

Keuangan Desa Pengelolaan 123 Dokumen 123 Dokumen 100%
Keuangan Desa

Tertaksananya Pembinaan |Jumlah Aparatur

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

Aparatur Pemerintah Desa  |yang Mengikuti
Pembinaan 1018 Orang 1188 Orang 116,79%
Peningkatan
Kapasitas

Tersedianya Laporan Jumlah Laporan

Fasilitasi Penyelenggaraan |Fasilitasi

Musyawarah Desa Penyelenggaraan 123 Dokumen 123 Dokumen 100%
Musyawarah Desa

Tersedianya Dokumen Hasil |Jumlah Dokumen

Evaluasi dan Pengawasan _ |Hasil Evaluasidan |  _ N

Peraturan Desa Pengawasan 123-Dokumen 123-Dokumen 100%
Peraturan Desa

Tersedianya Dokumen Hasil |Jumlah Dokumen

Pembinaan dan Hasil Pembinaan dan

Pemb BUMD

emberdayaan esa |Pemberdayaan BUM 1 Dokumen 1 Dokumen 100%




Tesedianya Laporan Hasil

Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Pemilihan, |Hasil
Pengangkatan dan Penyelenggaraan
Pemberhentian Kepala Desa (Pemilihan, 2 Laporan 2 Laporan 100%
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Kepala Desa
Tersedianya Laporan Jumlah Laporan
Fasilitasi Pengangkatan dan |Fasilitasi
Pemberhentian Perangkat [Pengangkatan dan 5 Laporan 5 Laporan 100%
Desa Pemberhentian
Perangkat Desa
;‘:;s: dianya Dokumen Profil ‘,il:g}:la g;gk”me" 123 Dokumen 123 Dokumen 100%
Terlaksananya Pembinaan |Jumlah Anggota BPD
Peningkatan Kapasitas yang Mengikuti
Anggota BPD Pembinaan 369 Orang 369 Orang 100%
Peningkatan
Kapasitas
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen
Penugasan Penugasan
Urusan/Kewenangan- Urusan/Kewenangari | =~ . - T o
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
Dilaksanakan oleh Desa yang Dilaksanakan
oleh Desa
Tersedianya Dokumen Hasil |Jumiah Dokumen
Evaluasi Perkembangan Hasil Evaluasi
Desa serta Lomba Desa dan |Perkembangan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 100%

Kelurahan

serta Lomba Desa
dan Kelurahan




Tersedianya Dokumen Hasil
Penataan, Pemberdayaan
dan Pendayagunaan
Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa

Jumiah Dokumen
Hasil Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Kelembagaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat

9 Dokumen

9 Dokumen

100%

Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna) Yang

Ditingkatkan Kapasitasnya

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya

——14-Lembaga. ..

1.Lembaga

100%._




| Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kelembagaan

Jumlah Sarana dan

Lembaga Kemasyarakatan |pPrasarana
Desa Kelembagaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, 1 Unit 1 Unit 100%
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Tersedianya Dokumen Hasil [Jumlah Dokumen
Fasilitasi Pengembangan Hasil Fasilitasi
Usaha Ekonomi Masyarakat |Pengembangan
dan Pemerintah Desa dalam |Usaha Ekonomi
Meningkatkan Pendapatan  |Masyarakat dan 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Asli Desa Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli
- - - -- |Desa —————— —_ -—
Tersedianya Laporan Hasil |Jumlah Laporan
Fasilitasi Bulan Bhakti Hasil Fasilitasi Bulan b
Gotong Royong Masyaraka |Bhakti Gotong 1Laporan 1 Laporan 100%
Royong Masyarakat
Tersedianya Laporan Hasil |Jumlah Laporan
Fasilitasi Pemerintah Desa |Hasil Fasilitasi
dalam Pemanfaatan Pemerintah Desa 1 Laporan 1 Laporan 100%

Teknologi Tepat Guna

dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Guna




Tersedianya Dokumen Hasil
Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam Penyelenggaraan
Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

Jumiah Dokumen
Hasil Fasilitasi Tim
Penggerak PKK
dalam
Penyelenggaraan
Gerakan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Keluarga

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

dst




Perbandingan (LKjIP Bab Iil)

‘Analisis Penyebab (LKjIP Bab III)

g ; ; L S i | Realisasisd "
Kii o7 ;
No. Tu;uanfs‘asaran i o lndlkgtor o Hostivas | (emlisonl | Rowiane tahun ini Beqchrpark Keberhasilan Kegagalan Upaya nyata
(LKjIP Bab I1) (LKjIP Bab II) Tahun | Tahun | Tahun el kinerja ; i
_ 2020 2021 2022 dibanding ARl (Peningkatan) | (Penurunan) | perbaikan ke depan
; : | target RPJMD | _ '
i - 2 3 -8 g gL LT 12 gELe 14 15
A Tujuan/ Sasaran Perangkat IKU
Daerah
gg’e r;;"s‘z;'fa.s:f;: gﬁ”gk&t Ket: IKU sesuai PK Kepala Ket: Cek adakah uraian tentang fgragﬁz ;gf}kag e
1 o F Perangkat Daerah 2023 yg Jjelas Jjelas jelas Jelas Jjelas analisis penyebab keberhasilan/ g upay:
Perangkat Daerah 2023 yg et st kegagalan nyata perbaikan yang
ditandatangani 9 telah dilakukan
Meningkatnya Pemberdayaan ; :
2 |Masyarakat dan Tertib Administrasi ;ers;”.tgs' Kenaikan Desa | ;) gn0, | 20,00% | 25,00% | 40.65%
P andiri Sesuai IDM
Jumiah Desa Meningkat
Peningkatan Klasifikasi Desa Klasifikasinya dibagi Jumlah| 24,60% | 30,08% | 20,32% 75,75%
Desa dikali 100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja |Nilai Evaluasi Sakip -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 60.97 62,53 68,27 62,60 Nilai
dst
B |Sasaran Program IK Program
Ket: Sasaran program bisa diambil |Ket: IK program sesuai PK Ket: Cek adakah urafan fentang f;:ag‘i;;‘;ikaf -
1 |dan STRATEGI pada Renstra atau |eselon Il 2023 yg Jelas Jelas jelas Jjelas SKIP analisis penyebab keberhasilan/ i
bisa dilihat di Cascadin ditandatangani kegagalan nysta perbaikan yang
il 9 telah dilakukan
Indeks Kepuasan
2 |Terlaksananya IKM atas kinerja Masyarakat Atas Kinerja 83,28 Nilai|82,50 Nilai| 88,66 Nilai
perangkat Daerah PMD
T _n Tersusunnya Produk Hukum 3 Produk | 1 Produk 2 Produk
HSTya Rt Kawasan Pedesaan Hukum Hukum Hukum
4 Meningkatnya Sarana Prasarana Jumiah Pelak;anaan TMMD 3 Desa o Dbk 3 Desa
Desa / Karya Bhakti
i : ; Jumlah Produk Hukum dan
Cakupan Administrasi Pemerintahan . . 14 Produk 14
5 Dok Pgtun;uk Teknis Yang Hikiity | Dolkismee 15 Dokumen
Dihasilkan
Terlaksananya kegiatan - kegiatan |Jumlah Lembaga
pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan Yang 7 7
6 |desa Bergerak di Bidang s ; 1239 Lembaga
Pemberdayaan Desa Yang Kegaian | iegiaian
Terfasilitasi
7
dst




C __[Sasaran Kegiatan IK Kegiatan |
ggfi'. f;if;é;egfg’ Nb;saad:tambﬂ Ket: IK Kegialan sesuai PK Kefl: Cek adakah uraian fentang ﬁ‘;’;.ag‘;g;gi;agpaya
1 Renstra atat bisa dil eselon Iif 2023 yg Jjelas Jjelas felas Jelas SKIP analisis penyebab keberhasilan/ .
enstra afatl bisa dilihat df ditandatangani kegagalan nyata perbaikan yang
Cascading telah dilakukan
Terlaksananya Perencanaan, perencanaan, 12 12 10 Dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja [penganggaran dan evaluasi
Perangkat Daerah sesuai standar Dokumen | Dokumen
Terselenggaranya kegiatan Jumlah laporan
Administrasi Keuangan Perangkat |pertanggungjawaban
Daerah sesuai ketentuan keuangan yang sesuai 12 Bufan | 12 Bulan | 12 Laporan
standar
Meningkalnya kompetensi pegawal #umlatheg:wai ?e'dasa"‘a“
" - H ugas dan -ungsi yan
melalui pendidikan dan pelatihan Megngikutl Pend?dlkgn 3“ 1 Unit 1 Orang
Pelatihan
Terselenggaranya pelayanan Cakupan layarian
2 |Administrasi Umum Perangkat pendukung perkantoran 12 Bufan | 12 Bulan 100%
Daerah sesuai standar
3 [Terlaksananya Pengadaan Barang [Jumlah BMD yang diadakan
Milik Dagrah Penunjang Urusan sesuai ketentuan (perpres . .
Pemerintah Daerah pengadaan barjas dan 12 Bulan | 4 Jenis 3 Unit
RKBU)
Terlakasananya Penyediaan Jasa  |penggunaan jasa penunjang
Penunjang Urusan Pemerintahan urusan yang sesuai 12 Bufan | 12 Bulan | 3 Laporan
4 |Daerah ketentuan
Meningkatknya Pemeliharaan Jumlzh unit BMD yang
5 Barang Milik Daerah Penunjang dipelihara sesuai standar 12 Bulan | 12 Butan 23 Unit
Urusan Pemerintahan Daerah — . - R S - [P P
Meningkatnya Kerjasama Desa Tersusunnya Produk Hukum 1 Desa
6 gratnya tet tentang Kawasan Pedesaan 3Desa | ‘.o | 2Dokumen
7 Meningkatnya Sarana Prasarana Jumlah Pelaksanaan TMMD 2 Produk | 1 Produk 3D
Desa / Karya Bhaki Hukum | Hukum esa
Cakupan Administrasi Pemerintahan [Jumlah Produk Hukum dan 4 duk
Desa Petunjuk Teknis Yang 123 Desa | 14 ProdUK| 45 bokumen
-] - Dihasilkan Hukum
Terlaksananya kegiatan - kegiatan [Jumlah Lembaga
pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan Yang 7 1
8 [desa Bergerak di Bidang ) Kegiatan |1551 Lembaga
Pemberdayaan Desa Yang Kegiatan Kegiatan
Terfasilitasi
9
10

dst




D |Sasaran Sub Kegiatan IK Sub Kegiatan |

Kel: Sasaran Sub Kegialan bisa 1,0 e op egiatan Ket: Cek adakah uraian tentang | (@5 Cek adakah

j [dlembil dari KINERJA SUBGIAT | 00 oieeomendaorioso. | Skip | SKiP | skip SKiP SKIP  |analisis penyebab keberhasilany| /32" tentang upaya
pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 5889 Tahun 2021 kegagalan nyata perbaikan yang
2021 telah dilakukan

2

3

)

5

6

7

8

9

10

dst




Kesslarasan Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target
Kmer}a(l(elam2 3dan4}dengan o

| Kualitas Indikator Kinerja (kolom _3j

Anahsxs Dukungan ngrmfmman

: .(Cmcut!mg)

::In;!:ka’wri(fnena- . A

o Anaﬁs:s Efsiensi penggunaan

L . (LKIPBablly LKHPB@b“ . s e e : : | sumbe ai. ]PB&biﬂ
: - (LKje : ) - ) PR Re ol SKBupatl Kudos . SMART Gk . Mendukung Mendukung rdaya { x; }
. : No 061/91/2022 | _ : - Keberhasilan Kegagalan
7 2 3 76 17 18 79 20 21 22 23
Tujuan/ Sasaran Perangkat
A Daerah i
Kel: Analisis program/kegiatan
Ket: Cek Ket: Analisis . :
: Ket: Cek adakah Ket: Analisis Crosscutting yang mendukung
Ket: Tujuan/Sasaran Perangkat . ; PSLCRICH: S perbedaan antara - peemainidl e apakah IK (kolom |keberhasilan/ kegagalan Ket: Cek adakah uraian tentang upaya
: Ket: IKU sesuai PK perbedaan antara  |perbedaan 3) memenuhi .
Daerah sesuai PK Kepala kolom 2,3 dan 4 B P 3) telah cukup nyata yang telah dilakukan untuk
1 Kepala Perangkat Daerah |kolom 2,3 dan 4 antara kolom . |kriteria Spesific, ; S
Perangkat Daerah 2023 yg . . dengan SK Bupati mengukur meningkatkan efisiensi penggunaan
ditandelanmsi 2023 yg ditandatangani  |dengan PK yang 2,3dan4 Kudus No Measurable, e Josmitotn
g ditandatangani dengan il Achivebel, Relefan | ") 7 ngg
Renstra dan Timebound
2 [Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
dst
B |Sasaran Program IK Program
Ket: Cek Ket: Analisi. A
- Ce - Analisis -
Ket: Analisis
. . Ket: Cek adakah adakah apakah IK (kolom
giﬁ,ﬁsiir:g?gfg;?m iy Ket: IK program sesuai  |perbedaan antara |perbedaan 3) memenuhi gﬁ;?r: ig}jﬁto!om
1 WG f; PK eselon [il 2023 yg kolom 2,3 dan 4 antara kolom  |Ket: SKIP kriteria Spesific, Fara P Ket: SKIP
Dnsimathiy ditandatangani dengan PK yang |23 dan 4 Measurable, sas’;gm it
9 ditandatangani dengan Achivebel, Relsfan [F0CTF, 4
Renstra dan Timebound
2 [Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
3
4
dst
C__ |Sasaran Kegiatan IK Kegiatan
Kot Cok —— Ket: SKIP
et: of: Analisis : -
Ket: Sasaran Kegiatan bisa Kot ot ansaresty S il fislom :et.k:frﬁf’(zolom
dfaﬁ-;bif dari AR Aii KEBIJAKAN Ket: IK Kegiatan sesuai  |perbedaan antara |perbedaan 3) memenuhi 3f?erah cuku
1 pada Renstra atau bisa dilirat di PK eselon Ill 2023 ya kolom 2,3 dan 4 antara kolom |Ket: SKIP kriteria Spesific, e B Ket: SKIP
Cascadi ditandatangani dengan PK yang 2,3dan 4 Measurable, sasnagran Kineria
i ditandatangani dengan Achivebel, Relefan | (kolom 2) 7
Renstra dan Timebound
2 |Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
3
4
5
6
7
8
9

a
-1




Sasaran Sub Kegiatan

IK Sub Kegiatan

Kel: Sasaran Sub Kegiatan bisa
diambil dari KINERJA SUBGIAT
pada Keprnendagri 050-5889
Tahun 2021

Kel: IK Sub Kegiatan
sesual Kepmendagri 050-
5889 Tehun 2021

Ket: Cek adakah
perbedaan antara
kolom 2,3 dan 4
dengan PK yang
ditandatangani

Kel: Cak
adakah
perbedaan
antara kolom
2,3den 4
dangan
Rensira

Ket: SKIP Kel: SKIP

Ket: SKIP

Ket: SKIP

Kel: SKIP

F13|o|e|~]a|m|sfwiw




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.S0S, M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

httos://e-plannina.kuduskab.ao.id/sakip/evaluation/perianiian kineria/bupati ood 1.ohp?ids=1445&idu=14458th=2023&anac=perubahan&tal=20 ... 11



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 85,00 Nilai
Perangkat Daerah
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Presentase kenaikan desa mandiri sesuai 28,00 %
dan tertib administrasi desa IDM (Indeks Desa Membangun)

Peningkatan Klasifikasi Desa Jumlah desa meningkat klasifikasi dibagi 22,76'%
jumlah desa dikali 100%
No. Program Anggaran Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.460.908.574
KABUPATEN/KOTA
2 PROGRAM PENATAAN DESA 6.462.244.900
3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 99.999.960
4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.698.663.450
5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 604.989.230

LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
TOTAL

httos://e-plannina.kuduskab.ao.id/sakip/evaluation/perianiian kineria/bupati ood 2.ohp?ids=1445&idu=1445&th=2023&ancc=perubahan&tal=20 ...

16.326.806.114

=78 ”E QLECHA
!‘Eﬁ’ Utama Muda

NIP. 19680703 198803 2 009

171



~ KUDUS

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RINARDI BUDIYANTO, MM

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,;

Nama : DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kud 20 Oktober 2023
i Pertama,

Drs. RINARDI BUDIYANTO, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196903251988031001




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

=)}

SEKRETARIS
Indikator Kinerja (Program/Kegiatan) Target
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PMD) 85 Indeks
Indeks Reformasi Birokrasi 28 Nilai
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai 10 Dokumen
standar
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar 12 Laporan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 26 orang
Pendidikan dan Pelatihan
Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100 %
Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan 3 Unit
barjas dan RKBU)
Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai 3 Laporan
ketentuan
Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar 23 Unit
Program/Kegiatan Anggaran  Keterangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.424.041.574
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 8.422.800
Perangkat Daerah

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.311.571.000

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.430.000

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 130.985.150

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 58.480.000

Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 444.910.624

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 468.242.000
Pemerintahan Daerah
TOTAL 5.424.041.574

Kudus, 20 Oktober 2023
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN

MASY. T DAN DESA
Drs. RINARDI BUDIYANTO, MM

U2 Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680703 198803 2 009 NIP. 196903251988031001




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KUDUS

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No. Indikator Kinerja (Program/Kegiatan) Target
1 |Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi 100 %
Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan 15 Dokumen
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang 1239 Lembaga
Pemberdayaan Desa Yang Terfasilitasi

No.

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

Program/Kegiatan Anggaran  Keterangan
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 534.998.750
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 534.998.750
Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 604.989.230
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 604.989.230
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga
Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota
TOTAL 1.139.987.980

Kudus,

Dra. RR. LILIK

20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

s b

NGESTI WIDIASURYANI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680703 198803 2 009 NIP. 19670308 198602 2 002
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

- o‘ Lo~

' (e HAH, 5.0 191Vs Al 2
W iﬁ uda Pembina {IV/ ay\
P86 L8803 2 009 NIP. 19761026 1996041 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

No. Indikator Kinerja (Program/Kegiatan) Target
1 |Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa 15 Dokumen
Meningkatnya Kerjasama Desa 2 produk hukum kawasan
pedesaan
Tersusunnya Produk Hukum tentang Kawasan 2 Produk Hukum
Pedesaan
Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang 15 Dokumen
Dihasilkan
No. Program/Kegiatan Anggaran  Keterangan
1 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 99.999.960
1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 99.999.960
2 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.197.893.070
1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 2.197.893.070

Pemerintahan Desa
TOTAL 2.297.893.030

Kudus, 20 Oktober 2023

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
' DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

NIP. 19680703 198803 2 009 NIP. 19761026 199602 1 001
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w PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. EDY SUPRAPTO

Jabatan : KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023
. Pihak Pertama,

I;emb' a (IV/a)
NIP. 1966111(04199403 1 008




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

No. Indikator Kinerja (Program/Kegiatan) Target
Jumlah Pelaksanaan TMMD / Karya Bhakti 3 Desa
Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan 15 Dokumen

No. Program/Kegiatan Anggaran  Keterangan

1 PROGRAM PENATAAN DESA 6.462.244.900
1 Penyelenggaraan Penataan Desa 6.462.244.900
2 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 965.771.630
1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 965.771.630
Pemerintahan Desa
TOTAL 7.428.016.530
Kudus, 20 Oktober 2023
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET

MASYARAKAT DAN DESA DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
: K DAN DESA




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYU AGUNG DEWANTO, SH

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

DIAN NOOR TAMZIS .STP, M.P WAHYU AGUNG DEWANTO, SH
Pembina (IV }a) Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19761026 199402 1 001 NIP. 19760616 200501 1 012




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

KASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD

- No. N Indikator Kinerja Ta;g_et_
1 |Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3 Dokumen
2 |Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 1018 Orang
3 |Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian 2 Laporan

Kepala Desa

Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

5 Laporan

5 |Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 369 Orang
No. Sub Kegiatan Anggaran  Keterangan
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 25.000.000
2 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.999.990.200
3 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 39.999.925
Desa
4 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 40.000.000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 77.903.200
TOTAL 2.182.893.325

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA KASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

-
DIAN NOOR TAMZIS HAYAFI, S.STP, M.P WAHYU AGUNG DEWANTO, SH
Pembina (IWa) Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19761026 199602 1 001 NIP. 19760616 200501 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM SYAIFUL, SE
Jabatan : KASI KERJASAMA DESA DAN INFORMASI DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

IMAM SYAIFUL, SE
Penata Tk. I (II/d)
NIP. 19761026 199642 1 001 NIP. 19770402 200901 1 008




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

KASI KERJASAMA DESA DAN INFORMASI DESA

No. Indikator Kinerja Target
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen
2 |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 123 Dokumen
Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 123 Laporan
No. Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 99.999.960
2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 10.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 4.999.745
TOTAL 114.999.705

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA KASI KERJASAMA DESA DAN INFORMASI DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| =

DIAN NOOR TAMZIS

AFI, S.STP, M.P IMAM SYAIFUL, SE

/a) Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19761026 199602 1 001 NIP. 19770402 200901 1 008
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET, S.Ag
Jabatan : KASI KEUANGAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Drs. EDY SUPRAPTO

Jabatan : KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SLAMET, S.Ag
Penata (III/c)
NIP. 19720205 200604 1 017




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

KASI KEUANGAN DESA

No.,  Indikator Kinerja Target
: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 123 Dokumen
No. Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 124.999.430
2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 700.772.250
3 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 5.000.000
TOTAL 830.771.680
Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

\a

Drs. EDY QUPRAPTO

Pembina, (IV/a)
NIP. 19661110 199403 1 008

KASI KEUANGAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SLAMET, S.Ag
Penata (Il /c)
NIP. 19720205 200604 1 017



'“ PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOOR CHAYATI, SH, MA, M.AP
Jabatan : KASI ASET DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Drs. EDY SUPRAPTO
Jabatan : KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
N
N
Drs. EDY SUPRAPTO NOOR CHAYATI, SH, MA, M.AP
Pembiya (IV/a) Pembina (IV/a)

NIP. 19661118 199403 1 008 NIP. 19830731 200604 2 010



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

KASI ASET DESA
No. fndikator Kinerja Target
' 1 |Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 126 Unit
2 |Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang 3 Dokumen
Dilaksanakan oleh Desa
No. Sub Kegiatan Anggaran  Keterangan
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 6.462.244.900
2 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang 134.999.950
Dilaksanakan oleh Desa
TOTAL 6.597.244.850

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA KASI ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

s \(
Drs. EDmO NOOR CHAYATI, SH, MA, M.AP

Pembika (IV/a) Pembina (IV/a)
NIP. 19661110, 199403 1 008 NIP. 19830731 200604 2 010
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& ¥ N PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
o | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINIAR FAUZIAH, SE

Jabatan : KASI USAHA EKONOMI MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua, Pihak Pert:
L
Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI DINIAR FAUZIAH, SE
Pembina (IV/a) Penata Tk. I (II1/d)

NIP. 19670308 198602 2 002 NIP. 19760524 200604 2 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

KASI USAHA EKONOMI MASYARAKAT

No. Indikator Kinerja Target

1 |Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja |1 Dokumen
Sama antar Desa

2 |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan 1 Dokumen
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

No. Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama 89.999.520
antar Desa

2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah 94.989.990
Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

TOTAL 184.989.510

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KASI USAHA EKONOMI MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN KAT DAN DESA

t
-
Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI DINIAR FAUZIAH, SE

Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19670308 198602 2 002 NIP. 19760524 200604 2 004




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARYUNI FITRIANINGRUM, SE.MM

Jabatan : KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
[ °
" |V
Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI HARYUNI FITRIANINGRUM, SE.MM
Pembina (IV/a) Pembina (IV/a)

NIP. 19670308 198602 2 002 NIP. 19810807 200501 2 011



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT

No. Indikator Kinerja Target

1 |Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan |9 Dokumen
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2 |Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, 1 Lembaga
dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
yang Ditingkatkan Kapasitasnya

3 |Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 1 Unit
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 1 Dokumen
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

No. Sub Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan 49.999.900
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 65.000.310
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga 14.999.935

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBE

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 19.999.900
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan 299.999.600

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

TOTAL 449.,999.645

Kudus, 20 Oktober 2023

4 .y "

Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI HARYUNI FITRIANINGRUM
Pembina (IV/a) Pembina (IV/a)

KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT
YAAN MASYARAKAT DAN DESA

E.MM

NIP. 19670308 198602 2 002 NIP. 19810807 200501 2 011




7 EUDUS s
A — w PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARY WURYANTO, S.Kom

Jabatan : KASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

LA

Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI ARY WURYANTO, S.Kom
Pembina (IV/a) Penata (III/c)
NIP. 19670308 198602 2 002 NIP. 19750215 200604 1 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

KASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI

No. Indikator Kinerja Target
1 |Jumlah Dokumen Profil Desa 123 Desa
Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 123 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan 9 Dokumen
Kelurahan
4 |Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi 1 Laporan
Tepat Guna
No. Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 269.999.750
2 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan 174.999.480
Kelurahan
3 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 59.999.595
TOTAL 504.998.825

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  KASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN TEKNOLOGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN INOVASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
r L 1
k_Aﬂ .

Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI ARY WURYANTO, S.Kom
Pembina (IV/a) Penata (I1I/c)
NIP. 19670308 198602 2 002 NIR,19750215 200604 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAI:(AT DAN DESA
Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711

KUDUS 59319 |
DESA MAIU TAHUN 2023
KABUPATEN KUDUS

|

J D
NO xsmmn::;m NAWIA DESA Ws2023 | IKE2023 mzozs! m":.lz';lm sm::zs; M
1 |xauwoncu GARUNG KIDUL 0,8057 -| 0,5667 08 (| o741 MAJU
2 |kauwunGy  [BANGET 0,9029 0,6333 02667 | | o801 MAIU
3 |kauwunGy BLIMBING KIDUL 0,7714 0,55 08567 | | 07294 MAIU
4 [KAUWUNGU  {GAMONG 0,7829 06333 | 07333 || 07165 MAJU
5 |KAUWUNGU KALTWUNGU 0,8457 06167 | 08667 || 07763 MAJU
6 |KAUWLUNGU PAPRINGAN 0,8571 0,55 0,8567 | | 0,7579 MAIU
7 [KOTAKUDUS DEMANGAN 0,7771 10,6167 09333 | 07757 MAIU
8 |KOTAKUDUS MLATI LOR 0,8743 0,8433 06657 | | 08081 MAIU
9 |koTakubus DEMAAN 0,9086 0,7667 06667 | | ©0,7806 MAJU
10 |KGTAKUDUS LANGGARDALEM | 0,8457 0,5167 08 0,7208 MAIU
11 JKOTA KUDUS KAUMAN 028171 0,6167 1 0,8113 MAIU
12 |KOTAKUDLS DAMARAN 0,9143 0,65 0,8667 0,8103 - MA
13 |KOTAKUDUS SINGOCANDI 0258 | 0,75 08 0,8062 MAIUL
14 {KOTAKUDUS GLANTENGAN 0,8971 0,8333 0,6667 0,799 MAJU
15 |KOTAKUDUS BARONGAN 0,85 0,9333 0,6657 0,8133 MAIU
16 [KOTA KUDUS BURIKAN 0,8286 07 08667 | | 07984 MAJU
17 [Anl ETISKAPUAN 0,8286 0,6667 08 || 07551 MAIU
18 |ian PASURUHAN KIDUL | 0,8686 0,6833 08667 | | 08082 MAU
19 han PASURUHAN LOR 0,9543 0,6333 07333 | | 07737 MAIU
20 [am LORAM KULDHN 0,9029 0,7333 05333 | | o232 MAIU
21 [IATI LORAM WETAN 0,8171 0,65 07333 || 07335 MAJU
22 |1am TUMPANGKRASAK | 09143 0,8657 05333 | | 07714 MAIL
23 |UNDAAN WONOSOCO 0,7429 0,5833 02333| | 07532 MAIU
24 |UNDAAN LAMBANGAN 0,9029 0,6333 D667 | | 07343 MAIU
25 |unDAAN MEDINI 0,7257 0,6667 09333} | 07752 MAJU
26 [UNDAAN SAMBUNG 0,7943 0,7667 08657 | | 08092 MAIU
27 |unDAAN {GLAGAHWARU 0,7771 0,6333 0,8667 | |~ 0,759 MAJU
28 |uUNDAAN UNDAAN KIDUL 0,7943 0,8167 06667 | | 07592 MAIU
29 |UNDAAN |UNDAAN TENGAH 0,8743 07 68667 | | 08137 MAY
30 |UNDAAN BERUGENJANG 0,8629 0,65 00333 | | 08154 MAIU
31 [MEIORBO IEPANG 0,8686 09 0,6667 | | 08117 MAIU
32 |wEloBo {rAYAMAN 0,8457 07 0,8667 | | 08041 MAJU
33 |mE0BO KIRIG 0,9257 07 08 !| o808 MAIU
34 |MEIOBD TEMULUS 0,8571 0,6833 08 | o7802 Malg
a5 [MEIOBO 100 0,8457 0,6167 09331] | 0,7986 MAIU
36 |veoso TENGGELES 0,9543 0,7833 06567 | 08014 MAIU
37 |IEXULO BULUNG KULON 0,8629 07 | o0se67: | 08098 MAIU
38 (IEKULO SIDOMULYO 1 08229 0,65 06657} | 07132 | MAIU
39 JIEKULO TERBAN 0,9371 0,7167 o6 || 07513 MAJU
40 [EKULO PLADEN 0,8171 0,5167 a8 ¢ 0,7113 ‘MASU
41 [IEKULO HADIPOLO 0,5514 0,6833 06 ' | 07116 MAIU
42 |liexuo HONGGOS0CD 08514 0,6167 o6657| | 07116 MAIU
43 |BAE |DERSALAM 0,9086 08 05 0,7695 MAIU
44 [enE {Bacin 08286 | 06833 | 09333| | 08151 tMAIU
as  |BAE [PurwoREID 0,8857 0,8533 0,6667 0,8119 MAIU




NAMA
NO | Lecamaran | MAMADESA | ws2023 | w2023 | wazozs | MM e
46 |GEBOG {GRiBIG 08114 | 06833 | 09333 | 08094 MAIU
a7 |ceBOG GETASSRABI 08114 | 06833 | o867 | o787 MAIU
48 |cEBOG [PADURENAN 08286 | 06833 | 09333 | 08151 MAIU
49 [GEBOG KARANGMALANG | 0,9429 0,7 0,6 0,7476 MAJU
50 |GeBoG |8esiTo 08743 | 08167 | 06667 | 07859 MAJU
51 |GEBOG JURANG 0,7771 0.8 0.6 0,7257 MAIU
52 |GeBOG GONDOSARI 0,9314 0.9 0.6 0,8105 MAJU
53 |GEBOG KEDUNGSARI 07486 | 07667 | 06667 | 07273 MAJU
54 |GEBOG MENAWAN 0,7886 | 06667 0.8 0,7517 MAIU
ss  |6EBOG RAHTAWU 07943 | 06167 | oge67 | 07592 MAJU
56 |DAWE SAMIREJO 0,88 0,7667 0.6 0,7489 MAJU
57 |pawe MARGOREJO 08 06333 | 09333 | 07889 MAJU
58 |pAwE |REIOSARI 08457 | 06833 | 08667 | 0,7986 MAJU
59 |pawe KANDANGMAS 09029 | 0,6667 06 0,7232 MAU
60 [DAWE GLAGAH KULON 0,8057 08 06667 | 07575 MAJU
61 |DAWE CRANGGANG 0,7943 0.6 08 0,7314 MAJU
62 [DAWE S0CO 08571 | 06833 06 0,7135 MAJU
63 |DAWE TERNADI 0,7886 06 0,8 0,7295 MAU
64  |DAWE [kasar 08857 | 06667 | 08667 | 08063 MAIU
65 |DAWE [kuwukan 08114 | 0,5667 0.8 0,726 MAIU
66 |DAWE DUKUHWARINGIN | 08171 | 06167 0.8 0,7446 MAIU
67 |DAWE JAPAN 07829 | 06833 08 0,7554 MAJU

Kudus,t5 Januari 2024

~“Mengetahui

Plt. Kepala Duiashmberdavaan Masyarakat dan Desa

NIP. 19731014 199311 1 001

wlgo;_gala DPMPT

HARSO WIDODO, 5P
Pembina Utama Muda




PEMERINTAH KABUPATEN Kubus

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kemplek Perkantoran Jalan Mejobo. N(".'. 45 Kudus
Telp/ Fax, (0291) 438177 437711
KUDUS 59319

REKAPAPITULASHIDM: STATUS BERKEMBANG AWAL TAHUN 2023
1

NILAIIDN
2023 |

" HO { NAMAKECAMATAN|  NAMADESA | K5 2023 { Kez2023 | ixuz023 -

1 [raLwuNGU iseTRoKaLANGAN. | 0,771 1 05667 05 | ossra | semkemesane |

2 [KauwunGU ‘{BANGET: : 0.8229 | os 06 | 06743 BERKEMBANG

3. [KAUWUNGU leamonG _ 0,8457 I o833

0,5333° |+ 0,6541 BERKEMBANG

4 |unpaaN |wonosoco 0,7657 065 | 06 | 06719 | eerkemsaNG

5 {UNDAAN jil.AMBANGAN . 17:8 . -0,6333 | 06667 i 0,7 | BERKEMBANG 4

6 [UNDAAN KTUK. . 0,7543 6,5833 06667 | 06681 | BERKEMBANG

7 JUNDAAN |LARIKREJO 0,8057 0,5833 06667 | 06852 | BERKEMBANG.

@& |UNDAAN [TERANGMAS 0,7714 | oses? || oees7 " .0,6683 BERKEMBANG:

‘9 lunpaan |BERUGENIANG . 0,7543 - 06167 | 06 . 0,657 | BERKEMBANG

10 ik {SADANG | 09143 oae67 | 06 | 06603 | BERKEMBANG
b1 JEKUO 1BULUNG KULON, : 0,8171 0,7 ; 05333 | 06835 | BERKEMBANG

12, [IEXULQ {SIDOMULYO. ‘ 0,8 065 l 06662 | 07056 BERKEMBANG

13 |IEKULO JGONDOHARUM ‘08742 0,65 05333 | 06859 | BERKEMBANG

14, |IEkULO {prapen : 0,8343 - 05167 06 | 06503 | BeakenieanG

06 | 06875 | BERKEMBANG.
 pees7 | 07059 | BERKEMBANG

.15 JEKULO ~ |HADIPOLO I osast | os87
1 16 Jiexkuior [|HoneGosoco | 08343 '06167

1 17 |DAWE IMARGOREIO. 1 0,771 ' assaa 06667 | 06924 BERKEMBANG

1 18 DAWE {xanpaNGMAS 1 0,3857 D63 06 { oice3s . ‘BERKEMBANG

1. 19 |DAwWE TERGDF . 0,72 0B 0,7333 | 06834 | BERKEMBANG

PUSIUIDHE PPN WIS FU——

20 |pAwe lsoco , 06,7371 - 065 06 | ogés BERKEMBANG

31 |pawe {DUKUHWARINGIN . 02057 0,6

05 0,6686 BERKEMBANG

Kudus, s Januari 2024
Meug&tahu: !

pit. Kepa!a‘Bmaé@Pegnberda aan

4 K”epa!a DP’WINSP /

h,_H RSO WIDODD, SP
?embma Utama Muda.
Nip: 19731014.199311(1 001




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkaritoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus
Telp/ Fax. (0291) 438177, 437711

KUDUS 59319
DESA TERTINGGAL DAN SANGAT TERTINGGALTAHUN 2023
KABUPATEN KUDUS !i
NO | NAMAKABUPATEN | _ KODEKEC | NAMAKECAMATAN |STATUSIDMZ023)
R
f .

Kudus,#4 Januari 2024

é/k/at dan Desa

Pit. Kepala Dina ,Pel‘iﬂa:p:!avaa\hﬂasy'
/ Ay

’xepﬁta D#Mp

Pembiﬁalft;%&amuda
NIP..19731014 199311 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus

Telp [ Fax. (0291) 438177, 43771t

INAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM

KUDUS 59319

) TAHUN 2023

NAMA DESA

30,

BURIKAN

NO | NAMAKECAMATAN | KODEDESA :,sr;_iusipﬁm 2022 .|
'y lkauwuneu "35}9012_601 BAKALANKRAPYAK M@\Ju " MANDIRI
,  |xauwunsy 3'3190120021 .PRAMBATANK'EDUL._ MAIU  MANDIRI
3 [KAUWUNGU 3319012003 [PRAMBATANLOR MAI  MANDIRI
a4 [RAUWUNGU 3319012004  |GARUNG KIDUL MAU MA
s KAUWUNGU 3319012005  [SETROKALANGAN. <BEBKE:MBANG | af_R_kEMBANG
& |KauwuNGU 3319012006 |BANGET | | BEAKEMBANG |0 mMAL
7 |cauwuney 3319012907 |stiveinG kiouL _' M MAIU
g |xAUWUNGU | 3315012008 [SIDOREKSO My MANDIRI
g [|xauwuncy 3319012009 |GAMONG " BERKEMBANG  May
g0 |kALWUNGU. 3319012010 {KEDUNGDOWO _MANDIRI MANDIR!
11 IKALIWUNGU 3319012011 GARUNG-LO_R MAIU MANDIRI
2 [kaUWUNGU 3319012012 |KARANGAMPEL MAIU MANDIRE
13 MUNGU 3319012013 MUEN. _ :_\_aAth_J_i_l_zl MANDIRI
14 |xauwuneu 3319012014  |KALWUNGU MAIY “MAU
: .. 15.. . KIAUWUNGU 3315012b15 PAPR‘NGAN hﬂ:NU MAJU ,
16 [KOTAKUDUS | 3319022002 |JANGGALAN MANDIRI MANDIRI
17 [KoTARUDUS 3319022003  |DEMANGAN MAIU MAIU
1 |koraxupus 3319022010 |MEATHLOR MAU MAIU
49 [KOTAKUDUS 3319022012 [NGANGUK -MA:NDH_H 'w@_ﬁnnigs
20 [KOTAKUDUS 3319022012 |KRAMAT MAIU © MANDIRI
;1 [xoTAxubus 2319022013, |DEMAAN | ) MAU MAIU
27 [koTAKUDUS | 3319022014 |LANGGARDALEM MAIY MAIU
;3 [KoTAKUDUS 3319022015 [KAUMAN MAU MA
g [koTakuous | 3319022016 DAMARAN MUY M
e KOTAKUDUS | 3319022019 {KRANDON MAIL MANDIRS
a6 [KOTA KUBUS. 3319022020  [SINGOCANDI MAIU MAIU
g7 {KOTAKUDUS 3319022021  |GLANTENGAN. may Maw
28  [KOTAKUDUS 3319022022 [KALIPUTU MANDIRI MANDIRI
20 |KOTAXUDUS 3319022023 [BARONGAN A - MAY
KOTA KUDUS. 3319621;@4 ' ,N:!-AJU

MAJU




NO | NAMAKECAMATAN | KODE DESA NAMA DESA. smrqs:lmﬁ'zbzzﬁi “isjrATt_is?irpM 2023%
3 [oTaxuous 1319022025  [RENDENG  MANDIRI  MANDIRI
32 am 3319032001 {IETISKAPUAN MAIY AU
33 |IAN 3315032002  {TANJUNGKARANG NliAlu. ~ MANDIRI
30 pam 3319032003 [JATIWETAN MA MANDIRI
55 pam 3319032004 [PASURUHAN KIDUL MAL " mA
36 [T 3319032005  [PASURUHAN LOR AU MAIU
a7 AT 3319032006 [PLOSO A MANDIRI
3g At 3319032007 [JATIKUION MANDIRI MANDIRI
39 AT 3315032008 |GEFASPEIATEN MANDIRI MANDIR]
a0 3319032009 [LORAM !'(ULON' dfwu MAILS
a1 [AD ' 3319032010 [LORAM WETAN VAU MAIU
2 ' | g'aisoazp;; ) ii;PA;Jr;jPAKis 7 MANDIRL MANDIRI
s A | susosznn2 fmeeawon MANDIRI MANDIRI
s iam | 3315032083 [nGEmBALKULON MAI MANDIR!

{ as fmn 3315032014 |TUMPANGKRASAK ' man mMan
a6 |unoaan 3319042001 [WONDSOCO " BERKEMBANG - mai
g7 |unoAan 3319042002 |LAMBANGAN ' BERKEMBANG MAIU
g |unoaan 3319042003  [KALIREJO' MANDIR  MANDIRI
a9 [umwoaan 3319042004  |MEDINI MAIL " mau
50 |UNDAAN 3319042005  [SAMBUNG :Mmu ) - MAU

gy |umpaan 3315042006 |GLAGAHWARU My MAIY
sy |unpaan 3319082007 [UTUK | BERKEMBANG BERKEMBANG
53 |unbaan 3319042008  [uNDAAN KiDUL o man MAID
sq [unoaan 53190’4;009 "Ur'v'um TENGAH ‘ma MA
55 |UNDAAN | 3319002010 [KARANGROWO MANDIRI MANDIRI
6 [UNDAAN | 3319042011 [LARIKREIO. 'BERKEMBANG |  BERKEMBANG.
7 |unpaan 3319042012 [UNDAANLOR MANDIRI MANDIRI
sg [uNDaAN 3319042013 |waATES MANDIRS MANDIRI.
sy [unDaaN 3319042014 [NGENIPLAK CMaNDIRE  MANDIRI
co (unoAan 3319042015 [TERANGMAS CBERKEMBANG | ‘BERKEMBANG
gi |unpaan 3319042016 |BERUGENIANG. .. BERKEMBANG |, . MA
g2 |mmosa 3319052001  [GULANG MANDIRS . MANDIRI
¢ |meioBO 3319052007 |IEPANG | maw MAIY
e |meos0 3319052003 [PAYAMAN v - MAw
s |MEIOED 3319052004 [KIRIG e ‘mMA
s [MEIOBQ 3319052005  |TEMULUS R MAIU
67 |MEIOBO 3319052006, |KESAMEBI MA MANDIRI
6a |MEIDBO 3319052007 1010 MAI maw
€9 |MEIOE0 3319052008  [HADIWARNO. Mal MANDIRY
70 |meoBO 3319052009 |MEI0BO {manoirs  MANDIRI
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Pémbina Utama Muda

NIP, 19731014 1993113 601

NO | NAMAKECAMATAN | KODEDESA |  Namapesa | statusiomianze | sTatusi
m |oAwe ' 3319092006 :q_mﬁ;mxuwu . MAau 7 _ A
112 |DAWE - 3319052007 [TERGO BERKEMBANG |  BERKEMBANG
113 [DAWE 3319092008 |CRANGGANG M C maw
1 124 {pAwe 3310052009 AU MANDIRI  MANDIRI
115 (DAWE ‘amgos2010 [P M"A:U '_ﬁau'pm'l
116 |DAWE . 3315032011 [pUYOH oM © MANDIRI
17 |pAwE 3319092012 {SOCO i BERKEMBANG may
11g [DAWE 3319092013 |TEANADY Mau MAIU
119 {DAWE 3319092014 |KAJAR CMAL MAU
170 [oAwE | 3310092015  (KUWUKAN A  MA
g [oAwE - 3319092016 |DUKUHWARINGIN <. ‘BERKEMBANG . |, LA
iz |DAWE 3319092017 -{1APAN CoMau MAIU
1 .51:1,3 |pAwE 3319092018 ';cqip,' nfwu- MANDIR}
| |
KETERANGAN ; '
STATUS DM AWAL  STATUS IDM AKHIR
TAHUN 2023 TAHUN 2023
MANDIRI 25 so
MAIU 77 67
‘BERKEMBANG 21 6
TERTINGGAL 0 1]
SANGAT TERTINGGAL o 0
123 123
dan Desa




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Komplek Perkantoran Jalan Mejoba z_o. 45 Kudus
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KUDUS 59319
DESA MANDIRI TAHUN 2023
KABUPATEN KUDUS
NO NANMA KECAMATAN NAMA DESA IKS2023 | IKE2023 | IKL2023 z_%u_wg STATUS IDM 2023
1 |kauwunGu BAKALANKRAPYAK 0,8571 0,983 0,7333 02246 MANDIRI
2 Ixauwunsu PRAMBATAN KIDUL 0,8457 0,6833 0,933 0,8208 MANDIRY
3 {KALIWUNGU PRAMBATAN LOR 0,8343 0,6833 0,9333 0,817 MANDIR]
4 |KAUWUNGU SIDOREKSO 0,8629 0,75 0,8657 0,8265 MANDIRI
5  |KAUWUNGU KEDUNGDOWO 0,8857 0,95 0,8 0,8786 MANDIRI
6 |KAUWUNGU GARUNG LOR 0,6743 0,9167 0,6667 0,8192 MANDIRI
7  |kaUwUNGU KARANGAMPEL 0,84 0,6833 0,9333 0,8189 MANDIRI
8 |KALWUNGU MILIEN 0,5943 1 0,8667 | 08537 MANDIRI
5  |KOTAXUDUS JANGGALAN 0,8514 0,85 0,9333 12,8783 MANDIR!
10 [KOTAKUDUS NGANGUK 0,8686 0,8167 0,8667 0,8506 MANDIRI
1 __Sg_eucm KRAMAT 0,88 0,5833 1 0,5211 RANDIRI
12 |xoTAKUDUS KRANDON 0,92 0,85 0,7333 08344 MANDIRI
13 |KOTAKUDUS KALIPUTU 0,8343 0,8167 0,8667 0,9392 MANDIRI
14  [KOTAKUDUS RENDENG 09143 90,8167 0,7333 0,8214 MANDIRI
15 JIATl TANIUNGKARANG 0,8971 0,8833 0,8 08602 MANDIRI
16 |IAT anweran 0,9086 0,85 0,7333 0,8306 MANDIRI
17 |IAT PFLOSO 0,9086 0,7667 0,8667 0,8473 WIANDIRI
18 Jan JAT) KULON 0,9486 0,9667 0B 0,9051 MANDIRI
19 |an GETASPEJATEN 0,9557 0,9167 0,9333 0,9386 MANDIRI
20 ban JEPANGPAKIS 0,9486 0.8 0,8 0,8495 MANDIRI
21 pan |MEGAWON 0,9486 0,9667 0,6667 0,8606 MANDIRI
22 |im [NGEMBAL KULON 0,92 0,7667 08 01,8289 MANDIRI
23 JUNDAAN KALIREIO 0.6 0,95 0,8 0,9033 MANDIRI
24 |unDAAN KARANGROWD 0,9143 0,6333 0,9333 0,827 MANDIRI
25 |UNDAAN UNDAAN LOR 0,8114 0,8667 08667 | 0,8483 MANDIRI
26 |UNDAAN WATES 0,8029 0,85 0,9333 0,8954 MANDIRI
27  junpaan NGEMPLAK 0,8057 08667 | 09333 0,8686 MANDIR{
28 [MEIOBO GULANG 0,8514 08167 | 08667 0,8449 MANDIRI
29 |mEicBo KESAMBI D,8257 0,7657 || 0,8667 0,8263 MANDIRI
30 |MEIOBO HADIWARNO 0,9257 0,6167 0,9333 0,8252 MANDIR
31 |mEoBO |mEI0BO 0,5429 0,9333 0,6667 0,8476 MANDIRI
32 [MEIDEO GOLANTEPUS 0,9086 0,6333 0,9333 0,8251 MANDIRI
33 [IEKULO BULUNGCANGKRING 09371 0,6833 || 09333 0,8513 MANDIR!
33 [IEKULO GONDOHARUM 0,9257 0,6667 | 0,9333 0,8419 MANDIRI
35 |EXULO KLALING 0,8743 08167 || 08 0,8303 MANDIRI
36 [EKULO JEKULO 0,9429 09667 || 09333 0,9476 MANDIRI
37 |[IEKULD TANIUNGREID 0,8857 08167 || 08667 0,8563 MANDIRI
38 |BAE NGEMBALREJO 0,543 09167 {§ 06 0,8237 MANDIRI
35 [eAc [KARANGEENER 0,0425 0ss67 || 06667 0,8587 MANDIRI
40  [RAE GONDANGMANIS 0,9657 085 | 1 0,9386 WMANDIRI
41 |BAE PEDAWANG 0,9485 07 | opBss7 0,8384 MANDIRI
42  [BAE PANJANG 0,9836 09 || 08667 06,9184 MANDIRI
43  |BAE PEGANJARAN 0,9714 085 || 06567 D,8294 MANDIRI
44 |BAE BAE 0,94865 0,96567 0,6667 0,8606 MANDIRI
45 |GEsoG KLUMPET 0,8586 0,6833 0,9333 0,8284 MANDIRI




Pit. Kepala: Dmas’{;b

NG NAMAKECAMATAN NAMADESA IKS 2023 f-ms.;pza- "!,IK_I,ZDB, _- ;"'_1:0'2?“"‘ STATUS!DM _2?‘
46 DAWE _ icmoomo 088 0,8833 086575_'., 08262 |
47 |DAWE Ay | o897 | os833 |[o9333 | 08379
.48 {DAWE e . 08743 | 08167 ||09333 } 08748
{ 49 |DAWE [PUYOH 0,8857 .07 {].osss7 08175,
1. 50 |DAWE coLo. 07713 { o167 | {o0sses7 | 08183
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Komplek Pérkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus:
Telp / Fax, (0291) 438177,437711
KUDUS 59319

DATA POSYANDU, PKK, KARANG TARUNA,.ILPMD', RT/RW
KABUPATEN KUDUS

‘KECAMATAN

" POSYANDU T KARANGTARUNA 1 WD . | PRK

RW

- ';RT

- DAWE

BEC I | S, ::18.; R

1o

583
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYAIllAKAT DAN DESA
Komplek Perkantoran Jalan Mejobo Na. 45 Kudus
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711

KUDUS 59319

DATA BUMDESA KUDUS TAHUN 2023

.~ NO KAB KEC DESA i NAMA BUMDES
1 Kudus Kaliwungu Garung Kidul Setyo Raharjo
2 Kudus Kaliwungu Sidorekso Rekso Joyo
3 Kudus Kaliwungu Kedungdowo Sumber Joyo Kedungdowo
4 Kudus Kaliwtngy Garung Lor Makmur Mandiri
5 Kudus Kaliwungu Karangampel Karisma Karangampe!
6 Kudus Kelwungu Mijen Sapto Karyo Manunggal
7 Kudus Kaliwungu Kaliwungu Rogomoya
8 Kudus Kaliwungu Banget Amerta Banget
9 Kudus Kaltwungu Biimbing Kidul Gentari Mahika Bimbing Kidul
10 Kudus Kaﬁwungu ﬁapringan Amanah Papringan
11 Kudus Kaliwungu Prambatan Lor Madia Jaya
12 Kudus Kaliwungu Setrokalangan Sekar Makmur
13 Kudus Kaliwungu Gamong Lima Tiga Jaya
|
8 ]
14 Kudus Kota Kudus Nganguk cempaka bersatu
15 Kudus Kota Kudus Janggalan \Jenggolo makmur
16 Kudus Kota Kudus Miati Lor Bangun Mitra
17 Kudus Kota Kudus Kauman Kauman Berkah
18 Kudus Kota Kudus Damaran Petadana Damaran
19 Kudus Kota Kudus Barongan Jaya Agung Abadi
20 Kudus Kota Kudus Krandon Karya Mandir Sentosa Krandcn
21 Kudus Kota Kudus Kaliputu Mukti Makaryo
22 Kudus Kota Kudus |Langgardalem Panggung Tentrem Langgardalem
23 Kudus Kota Kudus |Kramat Cakra Mandiri
24 Kudus Kota Kudus Singocandi_ Candi Sejahtera
25 Kudus Kota Kudus Glantengan Makmur Sejahtera
26 Kudus Kota Kudus Burikan Harapan Mulia
27 Kudus Kota Kudus Rendeng Karya Lestari
28 Kudus Kota Kudus Demangan Demang Rejo Demangan
|
29 Kudus Jatl Tanjungkarang Roda Tangkar
30 Kudus Jati Jati Wetan Jati Mencer
31 Kudus Jati Pasuruhan Kidul Tunas Bumi Rajawali Pasuruhan
F(idul
32 Kudus Jati Pasuruhan Lor Sukses Wijaya
33 Kudus Jali Ploso Gelis Makmur Ploso
34 Kudus Jafi Jati Kulon Sumber Pangan Sejati
35 Kudus Jati Getaspejaten Bina insan Gemilang
36 Kudus Jati Loram Kulon Lokamotif
a7 Kudus Jati Loram Welan Lentera
38 Kudus Jati (Miegawan Mega Mulia
39 Kudus Jati Ngembat Kulon Bina Usgha Sejahtera
40 Kudus Jati _ ITumpangkrasak Maju Sejahtera




NO KAB KEC |  DESA NAMA BUMDES
_ | |
4 Kudus Jati Jeliskapuan Viakmur
42 Kudus Undaan |Wonosoco Wonorekso
43 Kudus Undaan Lambangan Lambang Makmur
44 Kudus Undaan Kalirejo Maju Rejo
45 Kudus Undaan Medini Sido Makmur
46 Kudus Undaan Sambung Widjoyo Raharja
47 Kudus Undaan Glagahwaru |Bina Sejahtera
48 Kudus Undaan Kutuk Merta Jaya
f
49 Kudus Undaan Undaan Kidul Berkah Lumintu
g0 Kudus Undaan Undaan Tengsh Wim Guno
51 Kudus Undaan Karangrowo Karangrowo Makmur
52 Kudus Undaan Larikrejo | Sido makmur Larikrejo
53 Kudus Undaan Undaan Lor Rukun Mulyo
54 Kudus Undaan Wates Buana Raya Wates
55 Kudus Undaan Ngemplak Rejo Makmur Ngemplak
56 Kudus Undaan Terangmas |Terang Jaya
57 Kudus Undaan Berugenjang Ngudi Rahayu
1
58 Kudus Majobo Jepang Makmur Barokeh
59 Kudus Mejobo Gulang Gemilang Sejahtera
60 Kudus Mejobo Golantepus Beslian
61 Kudus Mejobo Hadiwamo Hadiwamo Berdaya
62 Kudus Mejobo Kesambi Bathi Rejo Kesambl
63 Kudus Mejabo Kirig Suryaredja
64 Kudus Mejobo Payaman Surya Tirta Payaman
a5 Kudus Mejobo Mejobo Kusuma Mejobo
66 Kudus Mejobo Temulus Tulus Jaya Temulus
67 . Kudus Meajobo Tenggeles Maindet
. i
68 Kudus Jekulo Sidomulyo Mulia Jaya
68 Kudus Jekulo Gondoharum Arum Berkah Sejahtera
70 Kudus Jekulo Terban Giri Artha
71 Kudus Jekulo Pladen Beriaah Kaliwaru Pladen
72 Kudus Jekulo Jekulo Bumi Wangi
73 Kugus Jekulo Tanjungrejo Guntur Madu
74 Kudus Jekulo Bulungcangkring Rembulung Lestari
75 Kudus Jekulo Kialing Berkat Lestari Kialing
76 Kudus Jekulo Hadipolo Makmur Bareng Hadipolo
77 Kudus Jekulo Honggosoco Bumi Berkah Honggoscco
78 Sadang Sengkuyung Joyo Sadang
79 Kudus. Bae Pedawang Sidomakmur Sejahtera
80 Kudus Bee Panjang Lancar Barckah Panjang
81 Kudus Bae Purworejo Sendang Karya
82 Kudus Bae Bae Tunjung Seto Bae
83 Kudus Bae Dersalam Rumput Dersatam
84 Kudus Bae Gondangmanis Joyo Proyo Gondangmanis
85 Kudus Bae Peganjaran Randu Gandeng Bersemi
Peganjaran
86 Ngembalrejo Ngudi Raharjo Ngembalrejo
ar Kudus Gebog Getassrabi Ngudi Makmur
88 Kudus Gebog Karangmalang Makmur Sejahtera
89 Kudus Gebog Jurang Gelis Sejahtera Jurang
a0 Kudus |Gebog Gondosari Murakabi




|

ﬂ.p-"
ﬁ., Pemh[niﬁgma Muda
NiB 19731914 199311 1 00%

Vi LY

T°NO. KAB KEC" " DESA - ‘; NAMA BUMDES
, L Kudus Gebog Kedungsari - Kedung Mulyo Kedungsan-' .
92 | "Kudus  |Gebog " |Menawan ~ |Akusara o
923 Kudus |Getbag " |Rahtawu - {Utama Karya Rahtawu
94 Kudus Gebog Padurenan Duren Mutia _
95 Kudus Gebog. ' Kiumpit * |Abadi Sejahiera Klumpit
g6 ‘Kudus- ‘{Dawe  [Margoreio :Margorejo Makmor
87 Kudus |Pawe |Rejosari Berkah Makmur REJDSBFI _
- 98 Kudus Dawe. Kandangmas Mitra-Sejahtera Kandangmas
.. 99 Kudus |Dawe. Glagah' Kulon _ . |Maju Jaya Glagah Kulon
¢ 100 Kudus Dawe’ Tergo ' “[Baris Makmur
-0 “Kudus. ©  |Dawe Piji _ it Raharjo:Riji
102 | Kudus |Dawe _ |Puyoh “|Bangun Sejahtera
103 ~ Kudus |Dawe. _ {Kajar ‘Mitra Sejéhtera Kajar
104 Kudus Dawe' Kuwukan Lestard Kuwukan
. 105 Kudus Dawe cranggang: {1GUYUB RUKUN CRANGGANG
106  Kudus Dawe |Lau ANUGRAH RIZKI'BERKAH LAU
~107 Kudus Dawe japan - {TUNGGAK JAT) JAPAN
- 108 ‘Kudus ‘|Dawe | |soco. _ . |AYUSARISOCO
109 Kudus' |pawe:  |temadi ~ |LOHJINAWI TERNADI
110 Kudus Dawe "|Cendono | MANGGALA KARYA' GENDONO
111 ~ Kudus Dawe' _Sa_'mir__ejjo' ' Kusuma Lestan Sam!rEJo
~ JJumMLAH ) ' _m
|
I
Kudus, & !Janu_ari 2024
Mengetahui a!
Plt. Kepala Dinas Pemherdavaan Masyafakat dan Desa
’Kepala%?ﬂdP‘RSP




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
IAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DE‘

Komplek Perkaritoran Jalan Mejobo-No. 45 Kudus
Telp./ Fax. (0291) 438177, 437711

'KUDUS 59319

DATA BUMDES BERSAMA KUDUS TAHUN 2023

~ Kudus Dawe  [MiaSekewan | |
i
Kudﬁs,:j JanuarI 2023
"e'gggxahui
va?ﬁ“gqasva '_",f<at dan Desa

N:p?ﬁ‘lﬂma 193311 1001




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

iAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN: DE“
" Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus

Telp./ Fax. (0291) 438177, 437711
KUDUS 59319

DATA BUMDES BERSAMA KUDUS TAHUN 2023

TNOT T

T wec NAMABUMDESMA S

“Kudus _

Gebog - .Rukun Lestarl i

N = :

‘Kudus

I0awé  |Mwa Sekawan. |

“[JUMEAH

|

Kutlus,4f Januri 2024
Mengetahul
Plt. Kepala Dmasf),embt-rdayaan Masvar
o ”"Kepalan MPTSP
N ff" P\ Y
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYA!IZAKAT PAN DESA
Komplek Perkantaran Jalan Mejobo No. 45 Kudus
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711
KUDUS 59319 !

DATA KERJASAMA DESA TAHUN 2023

"rap al / PKP Sentra
NO KECAMATAN DESA Butas Dusq |Mcustri Rumah
Adat Kudus
1 |[KALIWUNGU BAKALANKRAPYAK 1
2 PRAMBATAN KIDUL |1
3 PRAMBATAN LOR C1
4 GARUNG KIDUL b1
5 SETROKALANGAN !
6 BANGET 1
7 BLIMBING KIDUL 1
8 SIDOREKSO 1 1
9 GAMONG 1 1
10 KEDUNGDOWQ Pl
11 GARUNG LOR !
12 KARANGAMPEL i1
13 MIJEN 1
14 KALIWUNGU 1 1
15 _ |PAPRINGAN 1
16 |KOTA KUDUS JANGGALAN 1
17 DEMANGAN !
18 MLATI LOR .1
19 INGANGUK c 1
20 KRAMAT i1
21 DEMAAN 1
22 KAUMAN | 1
23 LANGGARDALEM | 1
24 DAMARAN | 1
25 KRANDON 1
26 SINGOCANDI 1
27 GLANTENGAN 1
28 KALIPUTU C1
29 BARONGAN 1
30 BURIKAN !
31 RENDENG 1
32  |JATI JETISKAPUAN 1
33 TANJUNGKARANG 1
34 |JATI WETAN 1
35 PASURUHAN KIDUL P11
36 PASURUHAN LOR I
37 PLOSO Co1
38 JATI KULON | 1
39 GETASPEJATEN 1
40 LORAM KULON 1




l PKP Sentra
NO KECAMATAN DESA B ?apallj/ {Industri Rumah
atas Desa Adat Kudus
4], LORAM WETAN 1
42 JEPANGPAKIS 1
43 MEGAWON 1
44 NGEMBAL KULON 1
45 TUMPANGKRASAK 1
46 |UNDAAN WONOSOCO 1
47 LAMBANGAN 1
48 KALIREJO !
49 MEDINI {1
50 SAMBUNG | 1
51 GLAGAHWARU 1
. 52 KUTUK 1
53 UNDAAN KIDUL !
o4 UNDAAN TENGAH i1
55 KARANGROWO 11
56 LARIKRE.JO 1
57 UNDAAN LOR b1
58 WATES 1
59 NGEMPLAK 1
60 TERANGMAS b1
61 BERUGENJANG Pl
62 [MEJOBO GULANG !
63 JEPANG !
64 PAYAMAN ;1
65 KIRIG {1
66 TEMULUS |1
67 KESAMBI | 1
68 JOJO ' | 1
69 HADIWARNO | 1
70 MEJOBO v 1
71 GOLANTEPUS 1
72 TENGGELES C1
73 |JEKULO SADANG {1
74 BULUNGCANGKRING !
75 BULUNG KULON | 1
76 SIDOMULYO | 1
77 GONDOHARUM {1
78 TERBAN I |
79 PLADEN vl
80 KLALING 1
81 JEKULO P 1
82 HADIPOLO |1
83 HONGGOSOCO | 1
84 TANJUNGREJO | 1
85 |BAE DERSALAM | 1
86 NGEMBALREJO 1
87 KARANGBENER 1
88 GONDANGMANIS !
89 PEDAWANG co1
90 BACIN | 1




PKP Sentra

NO KECAMATAN DESA B T;‘; aé/ | industri. Rumaki|
| a esa-. Adat Kudus- |
" 91 PANJANG ‘

95 |

PEGANJARAN

cmmted e g fioen fe— | ——

1
_ 1
93 JPURWOREJO 1
94 |- ) _|BAE 1
- 95 |GEBOG GRIBIG. 1
96 | {KLUMPIT 1
97 PADURENAN 1
. 98 KARANGMALANG 1
99 |BESITO 1
100 GETASSRARBI 1. 1
101 [ {JURANG 1
102 | GONDOSARI 1
103 | KEDUNGSARI C 1
104 ~ IMENAWAN Iy
105 | JRAHTAWU. 1
" 106 |DAWE SAMIREJO o1
107 | CENDONO 1
108 MARGOREJO 1
109 ~ |IREJOSARI 1
110 KANDANGMAS 1
C111 | GLAGAH KULON , 1
112 TERGO Pl
113 CRANGGANG D!
.. 114 LAU I
. 118 Pl1J1 1
© 116 [PUYOH 1
137 {soco 1
. 118 TERNADI i1
119 KAJAR. Sl
120 KUWUKAN = Pl
121 DUKUHWARINGIN 41
{122 JAPAN ol
123 | |coLO i1
' ~ JUMLAH 123 4
1

Kudus, *-b januari2024

Mengetahu:

. uAnso wmono.sp
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-‘,\Pemb na. Uf;ma Muda.

NIP 1973 1014' 199311 1001




